BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 109 TAHUN 2017
TENTANG

STANDAR PELAYANAN BIDANG PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang

Mengingat

ki

BUPATI BALANGAN,

a, bahwa untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang prima ditingkat Satuan
Organisasi Perangkat daerah, perlu disusun
Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Balangan tentang Standar
Pelayanan Bidang Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Balangan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah bumbu dan
kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan




10.

11,

Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
S038),

Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomaor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4585),;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksana Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357},

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur [SOP) Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomeor 469);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 613);




12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14});

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  STANDAR

PELAYANAN BIDANG PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10,

11.

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kkabupaten
Balangan.

Satuan Organisasi Perangkat daerah yang sclanjutnya disingkat
S0PD adalah SOPD Kabupaten Balangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur
Perangkat Daerah yaitu Dinas vang memiliki tugas pokok dan
fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di Daerah
dengan sistermn satu pintu,

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
berdasarkan pendelegasian kewenangan yang merupakan bukti
legalitas, menyatakan sah =atau diperbolehkannya seseorang
atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,

Mon Pertizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,
fasilitas fiskal dan informasi sesuai sesuai dengan ketentuan
peaturan perundang-undangan,

Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan
penvelenggaraan Perizinan yang proses pengelolaannya mulai
dari tahap permochonan sampai ke tahap terbitnya dokumen
dilakukan dalam satu tempat.

Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan
apapun yang dikeluarkan oleh. Pemohon untuk memperoleh
dokumen vang dikeluarkan oleh penyelenggara pelayanan yeng




o,

besarnya dan tata cara pembayarannya telah ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan
lainnya,

12, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
vang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

13, Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnva disebut
Penyvelenggara adalah setiap institusi penyelenggara ncgara,
korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain vang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik,

14. Pelaksana Pelayanan Publik vang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja
di dalam organisasi penyelenggara yvang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

15, Standar Pelayvanan vang sclanjutnya disingkat dengan SP adalah
tolok ukur yang  dipergunakan  sebagai pedoman
penvelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau dan terukur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan pada DPMPTSP adalah
sebagai pedoman bagi aparatur atau masyarakat atau penerima
pelayanan dalam proses penvelenggaraan pelayanan administratif di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kebupaten Balangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan pada DPMPTSP adalah :

a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh
pelayanan perizinan vang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;

b. mewujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas;
c. mewujudkan pelavanan yang cepat, murah, mudah, trnsparan,
pasti, terjangkau dan tepat waktu.

BAB 1l
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada DPMPTSP
(Perizinan dan Non Perizinan) meliputi :




a. pelayanan administrasi bidang perizinan penanaman modal.

b. pelayanan administrasi bidang perizinan jasa usaha.
c. pelayanan administrasi bidang perizinan tertentu.

BAE 1V
HKOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

(1) Komonen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

(2]

penyampaian Pelayvanan (servis delivery) meliputi ;

a, persyaratan, adalah syarat (dekumen atau hal lain) yang harus
dipenuhi dalam pengurusan masing-masing jenis perizinan.

b. sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

c. jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang
diperiukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari
sctiap jenis perizinan,

d. biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
seiap jenis perizinan.

e. produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu
berupa dokumen perizinan.

f. penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

pengelolaan pelayanan meliputi :

a. dasar hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan masing-masing jenis
perizinan,

b, sarana, prasarana dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan
fasilitas vang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.

c. kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan
dan pengalaman.

d. pengawasan internal adalah sistem pengendalian internal dan
pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh pimpinan
satuan organisasi atau atasan langsung pelaksana.

e. jumlah pelaksana adalah tersedianya pelaksana untuk masing-
masing jenis pelayanan perizinan sesuai dengan beban kerja.

f. jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian pelavanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

g jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah dalam
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari
bahaya, resiko dan keragu-raguan.




(3]

(1]

2]
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(2]

(3]

h. evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahun
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar

Pelayanan,

Uraian Komponen Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, tercantum dalam
lampiran vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

BAB V
MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 6

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan pada DPMPTSP wajib
menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan,

Maklumat Pelavanan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan pernyataan tertulis yvang berisi kesanggupan dan
kewajiban DPMPTSP.

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat :

a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan
pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;

b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban
dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;

c. pernyataan  kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau
memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan
tidak sesuai standar,

Maklumat pelayanan yang telah disusun wajib di publikasikan
secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat melalu
berbagai media yang mudah di akses olech masyarakat.

BAB V1
PENGORGANISASIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

DPMPTSP bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan.

DPMPTSP menyampaikan laporan kinerja tahunan penerapan
Standar Pelayanan kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai
bahan Bupati untuk monitoring, evaluasi dan pengembangan
penyvelenggaraan perizinan olch DPMPTSP.




BAB VII
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal B

Pengembangan kapasitas dapat berupa peningkatan kemampuan
sistern  aplikasi perizinan berbasis elektronik, peningkatan
kelembagaan, Sumber daya Manusia (SDM) dan keuangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Dalam rangka penilaian atas pencapaian kinerja pelayanan
sebagai perbaikan berkelanjutan sesuai standar pelayanan,
dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mendukung
peningkatan kualitas pelayanan publik.

(2] Pemantauan dan cvaluasi dilakukan dengan memperhatikan
pengaduan pelayanan publik yang diperoleh dari Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

tapkan di Paringin
4 Desember 2017
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PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 109 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BIDANG PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



A. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan :
1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB})

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dazar Hukum

Perda. Kab, Balangan No, 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi
lzin Mendirikan Bangunan.

Perda. Kab. Balangan No. 13 Tahun 2007 Tentang Garis
Sempadan Bangunan.

Perda Kab. Balangan Nomor |7 Talun 2014 tentang lzin
Mendirikun Bangunan

2,

. Persyaratan Dokumen Administrasi :
. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah
atau perjanjian pemanfaatan tanah

2. Data kondisi/ situasi tanah (letak/lokai dan
tofografi)

3. Data pemiilik bangunan

4. Surat pernytaan bahwa tanah tidak dalam status

5

B

|_.

sengheta

. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan
bangunan (SPPT-PBB] tahun berkenaan

. Dokumen anlisis mengenai dampak dan
gangguan terhadap lingkungan, atau upaya
pemantauan lingungan (UPL| upaya pengelolaan
linglkungan (UKL).

b. Persyaratan Dokumen Teknis :

. gambar rencana | arsitektur bangunan

gambar sisstem strukiur

gambar system utilitas

Perhitungan struktur dan fatau bentang

struktur bangunan disertai hasil penyelidikan

tanah bagi bangunan 2 jdua) lantai atau lebih

5. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung
bukan hunian rumah tinggal dan

6. Data penyedia jasa perencanaan.

Cal il ot

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Kepala DPMFTSP

b
y




Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak, Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan

3. Proses pembuatan izin atau non izn dimana

Scksi membuat telaahan kepada Kepaln
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tm
teknis untuk penandatanganan izin / non uan

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada

Dinas.

6, HKepala Dinas menandatangi berkas dan
menverahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4, |Jangka waktu & Hari Kerja 15 Menit
penyelesaian

| 5. | Biaya/tarif Rp. 0,-

6. | Produk SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMBE)
pelavanan

T Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. Kompetens 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi

2. Memahami persyaratan /substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
nﬁupmhnpmkngi&tm.mpﬂmrmdmttpnt
waktu

4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan

= mnternet

a. Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Hepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Mpﬂumdrpudimpnﬂnnkehkdpmmduaﬂ
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi /| pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumilah 5 (hma) orang
pelaksana

12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti”™
pelayanan Didukung olch petugas yang terampil, ramah dan |

santun

12, | Jaminan -F?udukmditerhiﬂmﬂdﬁaminlcmldanuh
| keamanan dan secara hukum

p

\




keselamatan . Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan . Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
| Tempat parkir yang luas dan aman
| 14. | Evaluasi kinerja Mumkh&tﬂamlmﬂmnpeﬁudlkmmphuhn
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

15.

o L B L e e S AR B LR BT R

2. 1ZIN REKLAME

NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum | Perda. Kab. Balangan No. 15 Tabun 2012 Tentang Pajak
Reklame.
Perda. Kab. Balangan No. 28 Tahun 2013 Tentang Lzin
Penvelenggarnan Reklame,
2. Persyaratan | 1. Mengisi Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy KTP Pemohan;
3. Rekmndmdmmmm[unmkuhmhhm
dari 2 m X 3 m);
4. Rekomendasi dari Kecamatan (untuk wilayah di
luar li Kelurahan);
5. Denah /Peta Lokasi;
6. Gambar/ Foto Isi Reklame;
7. Fotocopy IMB Rangka Reklame (untuk bangunan
reklame permanen);
8, Asli izin Reklame [untuk perpanjangan).
3. | Sistem, Kepala DPMPTSP
mekanisme, dan T 1
prosedur
Kabid
il
v

Pemohon —* front Office —» back Office

!—_-—. Pemahon

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
pumnhunnn diteruskan untuk diproses di Back

2. Edwuummhkuhmmumﬂuuhhﬁupnll&m
apakah diperlukan peninjanan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada

Keterangan :

3




Kepala Seksi yang membidang: untuk penerbitan
izin.
3. Proses pembuatan izin atau non izn dimana
Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi darn tim
teknis untuk penandatanganan izin /[ non izn
Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi,
Kabid memaraf izrin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.
6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

B

9. Janghka waktu 5 Hari Kerja, 30 Menit
penyelesaian

5. | Biaya/tanf Rp. 0,-

B. Produlk
palavesan SURAT IZIN IZIN REKLAME

7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkap jaringan
dan/atau internet, Program Microsoft Office

= fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan | memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan /substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
uinlfl tahapan kegiatan, tepat sassran dan tepat
W

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lanear

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala E&dang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang sclanjutnya akan dibahas dalam rapai tum
masukan teknis. Hasil evaluasi | pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumiah 5 (lima) orang

12. | Jaminan - “Cepat, Tcpat, Mudah, Transparan dan Fast’
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

sanfun

13. | Jaminan -Frnd“ukmditu'hiﬂundﬁmﬂnlqﬂdunuh
keamanan dan secara hukum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
Tempat parkir yvang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja Evalum kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

15.
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1. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Pelavanan

e Npomalhr

Permen. PU No. 04/PRT/M /2011 1. Tentang Pedoman
Persyaratan Pemberian 1zin Usaha Jasa Konstruksi
Nasional.

Perda Kab. Balangan Nomor 8 Tahun 2014 tentang lzin
Usaha Jasa Konstruks

Mengisi Surat Permohonan;

Fotocopy KTP Direktur;

Fotocopy NPWP Perusahaan;

Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
Fotocopy SITU dari DPMPTSF;

Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja;
Fotocopy Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi
Kal-Sel;

Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI;
Surai Pernyataan Bersedia dan Tidak Akan
Menuntut Pemkab. Balangan Dalam Hal
Pembekuan dan/atau Pencabutan lzin dan
Bersedia Untuk Diperiksa dan Diteliti Kembali

Kelengkapan [ Persyaratan Adminitrasi dan
Lainnya;

va;

10. Pas Photo Ukuran 4x6 Warna sebanyak 2 Lembar;
11.Rekomendasi dari Dinas PU;

12.SIUJK Asli untuk perpanjangan).

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Kepala DFMPTSP

T

Kabid
i

v
Pemohon —*  front Office — back Office

!——t-FHthm
Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannys
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa cleh Kepala Seksi

diperlukan peninjauan lapangan atau

tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD

akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk

selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada

Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
izin.

3. Proses pembuatan i#in atau non 7N dimana

_Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala

p

\




DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari  tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparal kasi.

5. Kabid memaral izin dan menyerashkan kepada

kepala Dinas.

Dinas menandatangi berkas dan

7. Penomoran dolumen izin pada Euht-ﬂegiu:r
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4. Jangka waktu 5 Han Kerja, 30 Menit
penyelesaian
5. | Biaya/tanl Rp. 0,-
6. | Produk SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKS! (IUJK)
pelayanan
7. Sarana, 1. Formulir permohonan
prasurana, 2. Perangkat komputer yang dﬂeng’inpi;u'lnglm
dan/atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemar Arsip
B. Eompetensi 1. Memiliki kemampuan /[ memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi penzinan
3. Mempunyal Komitmen tinggi untuk menyelesaikan |
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
9. | Pengawasan Pengawnsan dilakukan secara berjenjang dan kepala

m;rn#rwldﬁnpnla Scksi dan Kepala Seksi mengawasi
5——;

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan mymg:damhtﬂynlkmdlhﬂlmadalmmpmﬂm
masukan teknis. Hasil evaluasi | pertimbangan tim tekms

disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti. -

11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana

12, | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti"
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

santun

13. | Jaminan Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
: Tem yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja Evﬂumhnmuﬂihkumkﬂ.npmodlhmuﬂp bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

15 | Miics i




2. IZIN RETRIBUS| PERSAMPAHAN

NO., KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Perda Kab. Balangan Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Persam
2
| =
2. | Persyaratan 1. Mengisi Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fowcopy PBB;
4. Fotocopy IMB;
5. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum [untuk FT.,
CV., dil}.
3. | Sistem, Kepala DPMPTSP |
prosedur
| Rabid
Tl
T
Pemochon —* front Office —» back Office
l—. Pemohon
Keterangan :
1. Pemochon datang kebagian Front Office (Loket
Informasij, setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office
2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apaksh diperfukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperluken, maka tim teknis SKFD
akan melakukan pemeriksasan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
ral il
3, Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi memverifikasi dan diparaf kasi.
4 Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.
5. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
6. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.
4. |Jangka waktu 6 Han Kerja 15 Menit
_penyelesaian
5. Biaya/taril
6. | Produk SURAT IZIN RETRIBUSI PERSAMPAHAN |

7
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[7 | pelayanan

[ T Sarana, 1. Formulir permohonan

| prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Leman Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan /| memahami administrasi

Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tingg untuk menyelesakan
setinp tahapan kegiatan, tcpat sasaran dan tepat
wakiu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jarmgan
internet :

9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan sccara berjenjang dan kepala
internal mengawssi HKepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi |/ pertimbangan tim teknis |

disampaikan ke Kepala DPFMPTSP untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana "

12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramsh dan

santun

13. | Jaminan ~ Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secars hukum
keselamatan - Dokumen izin dismimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
- _Tempat parkir yang luas dan aman

14, | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

3. 1ZIN MENDIRIKAN KURSUS
NO.

KOMPONEN

=

URAIAN

L.

Dasar Hukum

Perda. Kab. Balangan Nomor 03 Tahun 2015
Tentang Tata Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal.

Persyaratin
Pelayvanan

1. Mengisi Surat Permohonan,;

Forocopy KTP Pemohon;

Fotocopy ljazah;

Daftar Riwayat Hidup;

Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;

Kurikulum Pendidikan;

Peraturan [ Tata Tertib;

. Fotocopy Akte Pendirian;

9. Denah/Peta Lokasi;

10. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan/ Asosiasi
terkait

L]

B Bl et o o
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3. Sistem, Kepala DPMPTSP
mekanisme, dan T 1
prosedur
Kabid
¥
Kasi
[l
v
Pemohon —* front Office —» back Office
L—D Pemohon
Keterangan !
1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasij, setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office
2, Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. .Jika dipertukan, maka tm teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidang untuk penerbitan
izin,
3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Scksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rmckomendasi dari  tm
teknis untuk penandatanganan izin / nen izin
4, Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.
5 Kabid memaraf izmn dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.
6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
dolumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.
4, Jangka waktu 5 Hari Kerja 30 Menit
penyelesaian
5. Biaya/ tarif Rp. D -
il o SURAT IZIN MENDIRIKAN KURSUS
pelayanan i
7. | Sarana, 1. Formulir permohonan o
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan / atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemar Arsip
8, Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2.
EI

Memahami persvaratan/substansi perizinan
Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyclesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan

=




internet

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara begjenjang dar knpﬂla

internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala
mengawasi Kepala Sekndnnxepalaﬁnk&imengnm
Staf,

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan mmmmmnmnwankmdihuhasdnhmmpalﬂm
maaulmn teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSF  untuk
ditindaklanjuti

11. | Jumiah 5 {lima) orang
pelaksana

12. | Jaminan . “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan FPasu®
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan

santun

13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukam
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada lempal yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat d.tl:.-ngknp:

dengan camern CCTV
; ; | - Tempat parkir yang luas dan aman .

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan 1 periodik setiap bulan |

| Peluksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

6. SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU]

RO,

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Balangan No. 19 Tahun 2009
Tentang Penerbitan Surat lzin Tempat Usaha
{SITU).

Persyaratan
Pelayanan

. Mengsi Surat Permohonan;

Fotocopy KTF Pemohon;

Fotocopy NFWF,

Fotocopy PEB;

Fotocopy IMB;

Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum (untuk PT.,

Cv., dily;

Tﬂnda Setoran Sewa Petak Toko (untuk izn tempat

usaha dipasarj;

Fotocopy Surat Tanda Setoran Retribusi

Kebersthan dari DPMPTSP;

9. Fotocoy SPPL (surat pernyataan pengelolaan
lingkungan) dari ybs yang diketahui oleh Dinas
Lingkungan Hidup |

10, Fatocopy BRJS:

11.SITU Ash {untuk perpanjangani.

O BN

-

Sistem,
mekanisme, dan

Kepala DPMPTSP

s
¥
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Tl

Pemohon —* front Office — back Office

L s remotin

1, Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi], setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2 Selanfutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tdak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKFPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
Kepala Seksi yang membidangl untuk penerbitan
iZin.

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana

Kepala Scksi membuat telashan kepada HKepala |

DEMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim |

teknis untuk penandatanganan izin / non izin |

|

Keterangan °

Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi,

Kabid memarafl izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izxin pada Buku Register
maka dokumen [zin diserahkan kepada Pemohon.

p s

4. Jangka waktu 5 Hari Kerja 30 Menit
- penyelesaian
5. | Biaya/tarif Rp. O,-
6. | Produk
< o SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilenghkapi jaringan
dan/atau internet, Microsolt Olflice
fasilitas 3, Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persvaratan /substansi perizman
3. Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan
sctiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
wakiu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internct e L ey -
9. Pengawasan Pengawasan dilakukan sccara berjcnjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
| 10, | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, c-mail, atau media

1

\




saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan telknis, Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.
11. |Jumlah 3 (lima) orang
pelaksana e .
12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasu®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk vang diterbithan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan . Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan . Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera
- Tempat parkir yang luas dan aman
14, | Evaluasi kinerja valuasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

7. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

. Peraturan Menteri Perdagangan No.

36/M.DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat
lein Usaha Perdagangan (SIUP)

Perda Kab. Balangan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
lzin Usaha Perdagangan

Pelayanan

o B 00 =

i 8

9

KTP Pemohon;

Fotocopy NFWF,

Fotocapy Mengisi Surat Permohonan;
SITU dari DPMPTSP;

SPPL (surat pernyataan pengelolaan
lingkungan) dari ybs yang diketahui oleh Dinas
Lingkungan Hidup (bag yang menimbulkan
dampak lingkungan};

Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum {untuk PT.,
CVv., dllj;

Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 Sebanyvak 3
Lembar;

Neraca Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- {kecuali
uDyp;

Materai Rp. 6.000.- Sebanyak 3 Lembar;

10. Fotocopy BRIS;
11. Kontrak Kerjasama;
12. Rekomendasi yang Bersangkutan;

13.Rekomendasi dan Dispenindaghkop.

Kepala DPMPTSP

ht
¥
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1l

Pemohon —* front Office — back Office

|—.Femuhnn

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Schsi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperiukan, maka tim teknis SKEPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan uniuk
sclanjuntya memberikan rekomendas: kepada
Kepala Scksi yang membidangl untuk penerbitan
izin.

3, Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Scksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSF berdasarkan rekomendasi dar um
teknis untuk ganan izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5, Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

Keterangan -

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja, 30 Menit
5. | Biaya/tarif Rp. O,-
‘6. | Produk SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUF)
peclayanan
7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
PrEsarand, 2. Perangkat komputer yang dilenghkap: jaringan
dan / atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. Kompetens: 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan /substans perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggl untuk

menyelesaikan setiap tahapan legiatan, tcpat
sasaran dan tepat wakiu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapal mengoperasikan komputer dan janngan

internet
Pengawasan | Peng dilakukan secara berjenjang dan kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.
Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan ‘masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim |

13
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masukan teknis. Hasil cvaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan . *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti”
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan ~ Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilenglapi |
dengan camera CCTV
- _Tem i luas dan aman
14, | Fvaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
l_FtiEkma __secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

8. SURAT IZIN USAHA INDUSTRI {SIUI]

| NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Penndusirian Republik
Indonesia No. 41 /M.IND/PER/6 /2008
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembenan [zin
Usahe Industri, lxin Perluasan dan Tanda Daftar
Industri.

2. Perda Kab. Nomor 12 Tahun 2014
tentang lzin Usaha Industri, Tanda Deaftar Industri
dan lzin Perluasan Industri

Persyaratan
Pelayanan

. Mengisi Surat Permohonan;

%‘
3
3
g
:

: Py

. Fotocopy SITU dari DPMPTSF:

. Fotocoy SPPL {surat pernyataan pengelolaan

lingkungan) dari ybs yang diketahui oleh Dinas

Lingkungan Hidup ;

Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum {untuk PT.,

cv., dij;

7. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 Scbanyak 3
Lembar,

[T e ]
g

Sistem,
mekanisme, dan

| Keterangan :

Kepala DPMPTSP

-
¥

| il

Pemohon —* front Office —» back Office

I.__. Pemohon

14
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Office
2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperiukan, maka tim teknis SKPD
akan mclakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntys memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
£

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membual telanhan kepada Kepaila
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tm
teknis untuk penandatanganan izin / non lzin

Kabid memaraf izin dan menyverahkan kepada

& ma

m::umihkmdukummhepndahnﬂknfﬁu

7. Penomoran dokumen izin pada Bulku -Eqim:zr
maksa dolkumen izin discrahkan kepada Pemohon. |

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja,30 Menit
penyelesaian
5. | Biaya/uarif Rp. 0,-
B SURAT 1ZIN USAHA INDUSTRI (SIUT)
_pelavanan
7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
— 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8, | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3.  Mempunyal Komitmen tingg untulk
menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat
sasaran dan tepat wakiu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
N __internet =
-9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Hepala Bidang dan Kepala Bidang
Mmengtwm‘ Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atan media
saran, dan masa vang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Haesil evaluasi / pertimbangan tim teknis
i ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.
i1. | Jumiah 5 {lima) orang
pelnksana
12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti™
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan ~ Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
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- Dokumen an disimpan pada tempat yang aman

Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

keselamatan : -
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapa
dengan camera CCTV
- Tempat parkir yang luas dan aman
14, | Evaluasi kineria akan periodik
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat _internal

e T R e T

9, 1ZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Daser Hukom

1. Peraturan Menter Perdagangan No.
27 /M.DAG/PER/9 /2007 Tentang Penyclenggaraan
Pendaftaran Perusahaan.

Perda Kab. Balangan Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Wajib Daftar Perusahaan

anan

Mengisi Surat Permohonan;

Fotocopy KTP Pemohon;

Fotocopy NFWP,;

Fotocapy SITU dari DPMPTSF;

Fotoocoy SPPL (surat pernyataan pe::!g:hlan?
lingkungan) dari ybs yang dikﬂnhuln oleh Dinas
Lingkungan Hidup [bagi yang menimbulkan
dampak linghungan|;

Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum (untuk PT..
CV., dllj;

Materai Rp. 6.000,- Sebanyak 3 Lembar.

+

@B

-

mekanisme, dan
prosedur

Kepala DPMPTSP

i

¥

r Tl

Pemohon —*  front Office — back Office

I_—p Pemohon

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika anglmp bm-k:u
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

Keterangan :

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
diperlukan peninjauan lapangan atau

tidalk. Jika diperiukan, maka tim teknis SKPD

| skan melakukan pemeriksaan lapangan untuk

L




selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Knpﬂnﬁ:kmmmtmhﬁnnglunmitpmﬂhIm

a ﬁnuup:mhumnmnnmumnmndmnna
Seksi membuat telaahan kepada Kepala

DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izn [/ non zin

4, Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas,

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office. |

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register

4. | Jangka wakiu 5 Hari Kerja, 30 Menit
penvelesaian

6. | Produk TSURAT IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
pelavanan

7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2.  Perangkat komputer yang -:I.lln:mkqn jaringan
dan/atau internet, Program Microsoft Office

| fasilitas 3. _Alat wlis kantor_dan_Lemari Arsip

B, | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan [ memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan /substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tingei untuk
menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepa
sasaran dan tepal waktu

4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan janngan
internet

-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Scksi dan Kepala Scksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik sccara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan mmymgmlmuumjmnhndlhahuhhmnpmﬁm
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumilah 5 (lima) orang

| pelaksana

12. | Jaminan “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past’
pelayvanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

santun

13, | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang Tapat

dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman

14, | Evaluasi kinerja E‘nthla!lhnﬂ}udihknlnakmpﬁiodik“hnpmm

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_imternal

e e g b e o
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10. JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA]

NO. KOMPONEN URAIAN
1. |Dasar Hukum 1. Surat Keputusan Bupati Balangan No.
188.45/84.a/Kum Tahun 2009 Tentang
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Kartu
JAMKESDA Di Kabupaten Balangan.
2. Perda Kab. Balangan Nmr 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Keschatan Daerah
2. | Persyaratan 1. Fotocopy KTP Pemohon:
Pelavanan 2. Fotocopy Kartu Keluarga:
4. Pas Photo Berwarna Ukuran 2x3 Sebanyak 2
3, | Sistem, Kepala DPMPTSP
mekanisme, dan T l
proscdur
Kabid
Kasi

¥

v

Pemohon —* front Office — back Office

L rection

Keterangan :

1

2.

T

Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannyva
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office
Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperiukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKFD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbiian
Proses pembustan izin atau non izin dimana
Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izn
Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.
Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.
Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
Penomoran dokumen izin pada Buku Regster
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4. |.Jangka waktu 6 Jam
penyelesaian
5. Biaya, tarif Ep. O,-
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6. | Produk SURAT IZIN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
peisyansn [(JAMKESDA)
7. Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilenghkapi jaringan
dan /stau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk |
menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat
sasaran dan tepat waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan sccara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
| Staf
| 10, | Penanganan | Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
| | pengaduan, | baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
I | marmm, dan | maga vane selaniutnya alkan dinahas dalam rapat tim
| | masulkan | teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis |
| I | disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk |
I | | ditindaklanjuti !
11. | Jumilah 5 (lima) orang |
pelaksana |
12. | Jaminan - “Cepat, Tepal, Mudah, Transparan dan Pasn”™
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
| 13, | Jaminan ~ Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
' keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
: - Tempat yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat _internal

11. IZIN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA DAN REKOMENDASI
KLINIK UMUM MADYA

|ND. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum Perda. Kab, Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.

2, Persyaratan 1. Surat Permohonan;

Pelayanan 2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Akie Pendirian Badan Hukum;
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4. Densh Lokasi Dengan Situasi Sekitamya dan

Denah Bangunan Yang Diusulkan;

Surat Pernvataan Kesanggupan Penanggung Jawab

Teknis;

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Masing-Masing
Tenaga Teknis/Administrasi;

7. Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program
Pemantapan Mutu Untuk Dokter Umum;

8, Data Kelengkapan Bangunan;

Q. Data Kelengkuapan Peralatan;

10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Kepala DPMPTSP

.
1

. Tl

Pemohon —* front Office — back Office

Lo

dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperiukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kcpada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan

imin.
3. Proses pembuatan izin atau non izn domena
Seksi membuat telaahan kepada Kepala

DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dan tm
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6 Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office,

7  Penomoran dokumen izxin pada Bulu Register

Jangka waktu
elesnian

S Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit

Biaya,/ tarif

Rp. 0,

Produk

SURAT IZIN LABORATORIUM KLINIK UMUM
PRATAMA DAN REKOMENDASI KLINIK
UMUM MADYA

1. Formulir permohonan J
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prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan —
dan fatau internet, Program Microsoft Office
. fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
B. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan /| memahami administras:
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk
sasaran dan tepat waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
-9, | Pengawasan Fengawnsan dilakukan sccara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Didang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Stal. |
10, | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, ¢-mail, atau media |
saran, dan masa vang selanjutnyva akan dibahas dalam rapat tim
muasubkan teknis. Hasil evalussd [ pertimbangan  Um leknis
| disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
. ditindaklanjuu.
11. |Jumlah 5 {lima) orang
pelaksana = uid
12. | Jaminan . “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti”
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan *Prndukymgd{tﬂbi:knndjjminlqﬂdanuah
keamanan dan secara hukum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pada tempal yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkap
dengan camera CCTV
_ | - Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal
15, | b e e Ak s R g LR R R A e

12. 1ZIN PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK

‘no.| kOMPONEN | URAIAN
‘1. | Dasar Hukum i Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Keschatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Keschatan.
2 Persvaratan Surat Permohonan;
Pelavanan Fotocopy KTP Pemohon;

Struktur Organisasi Instalasi/unit Diagnostk;
mmmMMmmmmmummmmmmm

Data Denah, Ukuran, Kostruksi dan Proteksi
Ruangan,
mmﬁmMmﬂmmmﬁhdﬁhhmﬁﬂm

= e PR

mgmmh -
Berita Acara Uji Fungsi Alat:

21

\




8. Surat lzin Importer Alat Dan BAPETEN (untuk alat
yang menggunakan radiasi pengion /sinar-X);

mekanisme, dan

prosedur

cm o Lmatllen

'
Pemohon —* front Office —» back Office

Pemohon
Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi}, setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kopada
Kepala Seksi vang membidangi untuk penerbitan
izin.

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimans
Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dan  dm
teknis untuk penandatanganan izin / non izn

4, Berkas izin diverifikasi dun diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menyecrahkan kepada

mmjmmmmdnkmwktplﬂlhhtknfﬁﬂt
7. Penomoran duku.mm izin pada Buku Register

4. |.Jangka waktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesainn
-3 Bisya/taril Rp. 0,-
6. | Produk SURAT IZIN PELAYANAN RADIOLOGI
pelayanan DIAGNOSTIK
7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang d'ilmﬁmpd jaringan
. dan/atau internet, Program Microsoft O
, fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arn:hp _
| B. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan | memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen Hnggi untuk

menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat

= i s

t

2




sasaran dan tepat waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
2. pn;.ﬂtmmgnperuikan komputer dan jaringan
internet
-4, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Stal
10, | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjuinya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis, Hasil evaluasi [/ pertimbangan um tcknis
disampaikan ke  Kepala DPMPTSF  untuk
= | ditindaklanjut:.
11. | Jumiah 5 (lima) orang
laksana
12, | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past®
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan Produk yang diterbitkan dijumin legal dan sah
keamanan dan gecara hukum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pads tempat yang aman
pelayunan - Ruang pelayanan dan ruang rapat  dilengkapi
dengan camera CCTV
. - i i luas dan aman
14. | Fvaluas: kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setinp bulan
Pelaksana ‘secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

13. IZIN PENDIRIAN APOTIK

NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.
2. Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy KTP Pemohon;

Fotocopy Denah Bangunan/Ruangan;

Asli dan Fotocopy Daftar Terperinci Alat
perlengkapan Apotik;

Asli dan Fotocopy Surat izin Dari Atasan Bagi
Pemohon Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan
Instansi Pemerintah Lainnya;

6. Surat Perjanjian Akte Notaris Apoteker Dengan FSA

3.
4.

&

(Pemilik Sarana Bukan Apoteker);
7. Surat Pernyataan Apoteler Tidak Terlibat UU
Kefarmasian Bermaterai 60040,
8, Surat Pernvataan pemilik Sarana Tidak Terlibat UU
Apoteker);
Surat Pernyvataan Apotcker Tidak Bekerja Di Apotuk
Lain Bermaterai 6000;
10.ljazah Asisten Apoteker (Pemilik Sarana Bukan

9.
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Apotiker),

11.Surat lzin Kerja/Surat Izin Praktek Apoteker;

12.Surat Izin Kerja/Surat Izin Kerja Asisten Apotcker
(Pemilik Bukan Apoteker);

13. Surat Pernyataan Asisten Apoteker Tidak Bekerja
Di Apotik Lain Bermateral 6000;

14. Fotocopy KTP Asisten Apoteker {Pemilik Sarana
Bukan Apotiker];

15. Fotocopy SITU dan lzin /HO dari DPMPTSP;

16, Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar;

17. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

18. Rekomendasi dar Dinas Kesehatan.

Sistem,
mekanisme, dan

Kepala DPMPTSP

T

Kabid

[

| l

Pemohon —*  front Office — back Office

Pemohon
Ketorangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket |
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
a diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
imin.

3. Proses pembuatan izin atay non ixin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rckomendasi dari Hm
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5 Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangl berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office,

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
mala dokumen izin discrahkan kepada Pemnohon.

4.

Jangka waktu

penyelesalan
Biaya  taril

RF! nl-_

Produk
pelayanan

SURAT IZIN PENDIRIAN APOTIK
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Sarana,

1. Formulir permohonan

prasarana, 2. Peranpkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tnggi untuk
menyelesaikan sctiap tahapan kegatan, tepat
sasaran dan tepat waktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jarmgan
internet

-9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi HKepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Stal,

10, | Penanganan Pengaduan dapat disam ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang selanjutnya akan dibahas dalam rapat om
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumilah 5 (ima) orang
pelaksana | :

12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past"
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

santun

13. | Jaminan . Produk vang diterbitkan dijamin Jegal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera
; t iryang luas danaman

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik sctiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

15.

FaEbEdasaLd RN AN pr i pdEd bR SR AR T Y

14, 1ZIN PENDIRIAN OPTIKAL/TOKO KACAMATA

NO. | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum Perda, Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.
2. | Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Akte Pendirian Perusahaan Optikal Yang Disyahkan

Oleh Notaris Uniuk Penyelenggaraan Yang
Berbentuk Perusahaan Bukan Perorangan;

3. Fotocopy KTP Pemilik;

4, Fotocopy SITU dari DPMPTSF,;

5. Surat Pernyatann Kesediaan Refleksionis Optisien
Untuk Menjadi Penanggung Jawab Pada
Optikal /Lab. ﬂ'p‘hl:,
Optik Yang Didirikan Dengan Kelengkapan :

-




- Surai Perjanjian Pemilik Sarana Dengan
Reflaksionis Optisien Terscbut

- Fotocopy KTP Penanggung Jawab

- Fotocopy ljazah Reflaksionis Optisien Yang Telah Di
Legalisir

- Surat Keterangan Schat dari Dokter

- Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar

. Surat Pernyataan Kerjasama dari Lab. Optical
Tempat-tempat Pemrosesan Lensa-lensa Pesanan
Bila Optikal Tidak Memiliki Lab. Sendin:

7. Daftar Sarana dan Peralatan Yang Akan
Digunakan;

8. Daftar Pegawai Serta Tugas dan Fungsinya;

9. Peta Lokasi Sebagai Penunjuk Wilayah Tempat
Domisili Optikal /Lab. Optic.

10, Denah Ruangan;

11.Rekomendasi dari Dinas Keschatan.

Kepela DPMPTSF

b,
'

Kasi

[ -

Pemmohon

|. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas

permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan anslisa oleh Kepala Selsi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak, Jika diperlukan, maka tim teknis SKFD
skan melakukesn pemeriksasn lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
Kepala Seksi vang membidangi untuk penerbitan

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana

Kepala Seksi membuat telaashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim

5 Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada

6. Kepala [Dinas menandatangi berkas dan

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Regster
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur
-
Pemohon —* front Office — back Office
Keterangan :
izin
teknis untuk penandatanganan izin / non izin
4. Berkas tzin diverifikasi dan diparaf kasi.
kepala Dinas.
menverahkan dokumen kepada back office.
Jangka walktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit

penyelesaian

26




5. | Biaya/tarif Rp. 0,-

6. | Produk SURAT  IZIN PENDIRIAN  OFTIKAL/TOKO

| pelayanan KACAMATA

T Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer vang dilengkapi janingan
dar /atau internet, Program Microsoft Office
Masilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrass
Pelaksana pemerintahan

2, Memahami persvaratan fsubstans: perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk
menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat
sasaran dan tepat waktu

4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringsn

- internet

-8. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala

internal mengawasi HKepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang selanjutnya skan dibahas dalam rapat tm
masukan teknis. Hasil evaluami / tim teknis

disampaikan ke  Kepala DPMPTSF  untuk
ditindakdanjut.

11. | Jumiah 5 [lima) orang
peluksana :

12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

santun

13. | Jaminan . Produk wvang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempal yang aman
pelayanan - Rusng pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
- _Tempat parkir yang luas dan aman

4. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kincrja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

| ]

15. IZIN TOKO OBAT/PEDAGANG ECERAN OBAT

NO. | KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum Perda. Kab, Balangan No. 16 Tahun 2014

Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
' Keschatan.
|
| 2. Persyaratan 1. Surat Permohonan;
' Pelayanan 2. Fotocopy KTP Pemilik dan Penanggung Jawab;
3. Folocopy ljazah Asisten Apoteker;
4, Fotocopy Surat lzin Kerja Asisten Apotelker;
5. Surat Pernyataan :

a7

X -




6.
T
B.
9.

10. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;
11.Rekomendasi dari Dinas Keschatan.

Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penanggung
Jawab Teknis Toko Obat;

Surat Pernyataan Tidak Menjual Obat Keras,
Narkotika, Psikotropika, Resep Racikan, dan
Penjualan Obat-obatan Dalam Jumlah Besar dari
Pemilik Sarana;

Surat Pernyataan Tidak Menjual Obat Keras,
Narkotika, Psikotropika, Resep Racikan, dan
Penjualan Obat-obatan Dalam Jumlah Besar dari
Penanggung Jawab Teknis Toko Obat;

Sanggup Melakukan Pencatatan / Administrasi Obat-
obatan dan Memberikan Laporan Pertriwulan ke
Dinas Kesehatan Kab. Balangan;

Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat
Pelanggaran Undang-undang Kefarmasian Untuk
Pemilik Sarana dan Penanggung Jawab;
Fotocopy SITU /lzin {HO) dari DFMPTSP,

Surat lzin Atasan Tempat Kerja;

Daftar Obat Yang Akan Dijual;

Denah Lokasi;

Pemohon —* [ront Office —» back Office

Keterangan !

.

i,
8.

Kepala DPMPTSP

1

Kabid

[

Kasi

I

v

|—. Pemohon

Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi}, setelah diperiksa kelengkapannya

Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperiukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendas kepada
Kepala Seksi yang membidangl untuk penerbitan
izin.

Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaghan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tm
teknis untuk penandatanganan izin / non izin
Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi. _
Kabid memaraf izin dan menyerahkan hpnﬁni

kepala Dinas. |
6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
_menyerahkan dokumen kepada back office. |
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7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon. |

4. | Jangka wakiu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian

5. | Biaya/tanf Rp. 0,-

6. | Produk SURAT IZIN TOKO OBAT/PEDAGANG ECERAN
peliyanan OBAT

7. | Sarana, 4. Formulir permohonan
prasarana, 5. Perangkat komputer vang dilengkapi jaringan
dan/atau internet, Program Microsolt Office
fasilitas 6. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahaml persyaratan /substansi perizinan

3. Mempunysi Komitmen g untuk
menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat
sasaran dan tepat waktu

4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

-9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, stau media |
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim |
masukan teknis. Hasil evaluasi [/ pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala  DPMPTSP untuk
. ditindaklanjuti.

11.  Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana . _ = p——_.

12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan

santun
| 13. | Jaminan ~ Produk vang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan . Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
|+ Tempal parkir luas dan amun

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana sccara berjenjang melalui rapat-rapat _internal

16. IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

| NO.

KOMPONEN

URAIAN

L.

Dasar Hukum

Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Keschatan.

"




Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy KTP pemilik dan penanggungjawab

3. Fotocopy SIUP kecil mikro;

4. NPWP pemilik

5. Fotocopy SITU fizin dominsih

. Fotocopy Surat lzin Kerja Tenaga Penaggung jawab
Teknis

7. Surat lzin atasan tempat kerja untuk
penanggungiawab teknis

8. Surat pernyataan tidak melakukan penjualan
melalui tender;

9. Surat pernyataan tidak permnah dan tidak akan
melakukan pelanggaran dan pengaturan
perundang-undangan di bidang alat kesehatan

10, Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Sistem,

mekanisme, dan Kepala DPMPTSP

aa 1
Kabid
i

'
Pemohon —* front Office — back Office

Femohon

Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperiukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
izin.

3. Proses pembuatan ifin atau non izmn dimana

Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin /[ non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

Jangka waktu 5 Han Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian




Biaya /tanf

Rp. 0,-

6. | Produk SURAT IZIN TOKO OBAT/PEDAGANG ECERAN
pelayanan OBAT

T Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan/atiu internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3, Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan /| memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk
menyelesaikan sctiap tahapan kegiatan, tepat
sasaran dan tepat waktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari lr.epa[a
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bideng

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat ke loket pengaduan
pengnduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan ;.-mguhn;umﬁahmdihehudﬂimmpﬂtﬁm
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMFPTSP untuk
ditindaklanjuti,

11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana

12. | Jamunan —Eﬂ’pliT:pitMﬂdnhTrmnpﬂmnﬂnnPuﬁ“
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan

santun

13. | Jaminan - Produk vang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
= -_Tempat parkir yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat _internal

17. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

KOMPONEN

NO. URAIAN
1. | Dasar Hukum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikas:
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan,
2. | Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha Perorangan |

il

\




Yang Sub Scous Dungan kelentuun Porunduny-

undangan;

3. Susunan Direlisd/Pengurus dus Komiueriy /Budan
Pengawas Dalam Hal Permohonan Bukan
Perorangan;

4. Patocopy KT [identitas permohonan dan/atau
Direks:  Penpurus dan Komasaria [ladan Fengawasn

5. Pernataan pemohon deanfatau Dircks [ Pengurus
dan Komisaris /Badan Pengawas Gdak pormsh
werlibat pelaiggaran peraturmn pperundang-
undangan 4 bidang farmasi

6. Fotocopy Dulkt Nengsasaan Tanah dan Bangunan;

7. Surat wanda defter ervsahsun dalom hol

_ bukan perorangan
B. Fotocopy SIUP Dalam Fal Peomofeau Dok

Ferorangsn
9. Fotocopy NFWF;
10 Futoiupy Burnl Ketrraign Dumonsili.
11. Rekomendas: dan Limas Leschatan,

mu‘iumim. L1750
proscdur

|

Ropaia LRGP

T

Ll

¥

| 1l

Bemohon —*  front Office —s back Office

Pemohon
Keterangan :

1. Pemnohon datang lkebawion Front Offiee (Loket
Informasi), setelah  diperiksa  kelengkapannya
ditakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Rack
Office

2. Scanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Scksi
apakah  diperlukan  perinisuan  lepenzan stau
tidak. Jfika diperlukan, maks tim teknis SEFD
akan melakulan pemerilksaan lapangan untuk
solanjuniye  memberikom  mekomendisl  loopsla
Hepala Scksi yung membidang untult penerbitom
ki,

3 Proses sembuatan i#in aten non ixdn dimana

Kepals Selesi membuat telaghan kepada Kepala

DPMPTSP berdassrkan relomendasi dari Um

tekmis itk penandatanganan bein [ nes b=En

Berkas izin diverifikas don diparf Jos:.

Kubid memaraf izin dan menyershlen kepuds

kepals Ninas

6 Kepuin Dinas menandatungi  berkas  dan
menyernhlian dokumen kel bock office.

7  Pepsmoron dokmmen izin padn Fmby  Repinter
maka dokumen izin diserahiaun kepada Pomoton,

a2

=




4. | Jungka wakiu 5 Harl Kerja, 6 Jam 30 Menit I
| |penyelesaian | I !
5. | Biaya/tarif Rp. O,-
o, Produk SURAT IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL
|| pelayaasn (umMom .
7. | Sarana, . 1. Formulir permohonan
2. Perangkal komputer yang dilenghkapi jarngan
| dan/atan internet, Program Office
___ fnsilitas 3. Alar tulis kantor dan Lemari Arsip
] Kompetens 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelnk=nna pemerintahan
2. Memahami persyaraian /substans) perianan
3. Mempunysi Komitmen ting untuk
menyelesadkan setiap lahupan kegiatan, tepat
sasaran dan tepat waltu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Duapal mengoperasikan komputer dan jarngasn
- internet
-9, | Pengawssan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan  Kepala Bidang
;::rlnwud Kepala Secksi dan Kepala Seksi mengawasi
10. | Penangunam Pengaduan dapat disampaikan ke Jokel pengadunn
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/ fax, e-mail, atau media
smrut, don mess yong selumuinya aken dibubas delam rapat im
E musikun teknis. Hasil cvalunsi / pertimbangan tm teknis
] diswmpaikan ke  Kepala  DPMPTSP  untuk
[N dhundaklanjuti.
11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana | T —— o
12. | daminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan  Pasn® |
peloysnan Didulung olch petugas yong terampil, ramah dan |
santun
13. | Jaminan - Produk veng diterblikan difamin legal dan sah |
keamanan dan aecara hulaum
keaslamaton - Nokumen kzin disimpan pada tempal vang uman
| pelayanan . Ruung pelayansn dan ruang  rapat  dilenglkspi
dengan camera CCTV
L - _Tempnt parkir yang hiss dan aman
14 | Evaluasi kinedja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan |
Peluksana secars berjenjang melalul rupat-rapst internal

18, IZIN PELAYANAN SETAT PAKAT ATR (SDA]

NO.| KOMPOREN | URAIAN

I, |Dasas Hukum | Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Keschatan, Sertifikas
Tempat-Tempat dan Sarana Nelayanan

|

2 | Persyaratan i Surat Permohonan:

L | Peimynnan 2. Folocopy KTP Pemolon
1

X




. | Jangka waktu
yelesaian

3. Folocopy Akte Notaris Bila Berbadan Hukum;

4, Fotocopy IME;

5. Izin gangguan

6. Daftar Ketenagaan Sarana Keschatan Termasuk
Tenaga Keria (SPA terapis, manajer, derektur,
konsultan). Untuk Tenaga Teknis Harus
Bersertifikat;

7. Daftar Peralatan Sesum Dengan Jenis Pelayanan;

8. Daftar Bahan Yang Digunakan Seauai Dengan
Persyaratan Jenis SPA;

9. Denah Bangunan,

10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan,

Kepala DPMPTSP

i

!

* il

Pemohon —* front Office — back Cffice

I___.chnmn

Reterangan :

dilnkukan Entry Data, jika lengkap

aokan melakukan pemeriksaan lapangan
sclanjuntya memberikan rekomendasi
izin.

DPMPTSP berdssarkan rekomendasi  dar

teknis untuk penandatanganan izin [ non izn
4. Berkas izin diverifikasi dan diparal kasi.

kepala Dinas.
Kepala Dinas

5 Hari Kerja, & Jam 30 Menit

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket

permohonan  diteruskan untuk diproses di Back |
Office

Kepala Scksi yang membidangi untuk penerbitan

3. Proses pembuatan ifin atau non izin dimana
Kepuls Seksi membuat telaabian kepada Kepula
tim

5. Kabid memoraf izin dan menyerahkan kepsda

menandatangi berkas dan
! menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen i#in pada Buku Register

maks doltumen izin diserahkan kepada Pemobon.

2  Selanjutnya dilakukanan analise oleh Kepala Seksi |
apakah diperiukan peninjsuan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, makas tim tcknis SKPD

untuk |

Hinya /tarifl

Produk
peleyanan

Rp. 0;-

\
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7. Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 3. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan/atau internet, Program Microsaft Office
i fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan [ memahami administrasi
Pelakssana pemerintahan
2. Memahami persyaratan /substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan
ﬂktﬂm llhlpﬂ:l kegiatan, topat sasarnn dan fepat
i | |
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan kompuler dan jaringan
nternet
. Rekomendusi dari Dinas Kesehatan, -
-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secarn berjenjang dari kepala
internal mengowasi  Hepala B dan Kepala Bidang
mm;rgtwnm' Wepaln Scksi dan Kepala Seksi mengawns
Staf
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, balk secarn Hsan, SMS, Telpon /fix, e-mail, atau medin
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapst tim
masukan teknis. Hasil evaluasi [ angan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP unluk
ditindaklanjuti.
11. | Jumilah S (lima)} orang
prlaksans 3 - s
12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past®
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan
santun
13, | Jaminan -Fmduk:mngdihrh:ﬂkandﬂiminl:pldmuh
keamanan dan sccara hukum
| keselamatan - Dokumen igin disitmpan pada tempal yang aman |
pelavanan :'-R‘umgpeluyumndnnmmum' i
dengan camera CCTV
o - Temput parkir yang hitas dan aman
4. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilakssnaken periodik setiap bulan
. | Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal |
7. M & 1 —

19. [ZIN PRAKTEK DOKTER ( 1. Dokter Umum, 2. Dokter Gigi. 3. Dokter
Spesialin, 4. Dokter Gigi Spesialis, 5. Dolaer Internship)

NG, | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Keschatan, Sertifikasi
_ Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan Keschatan |
| & Persyaralan 1. Surst Permohonan;
' Pelayanan 2. Fotocopy ljazah Dokter;
3. Fotacopy KTT
4. Fotocopy STR;
5. Surat Pemvataan Mempunyai Tempat Praktik atau
Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Sebagau Tempat :
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi, Sesuai
Tempat Praktik; : g I
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7. Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas
Setempat;

8., Surat persctujuan dari Atasan Langsung Bagi yang
Bekerjn pada Instansi/Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lain Secara Purna Wakiu,

8, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;

10, Fotocopy SK Terakhir;
11.Pas Photo Ukuran 4xb6 Sebanyak 2 Lembar,

mekanisme, dan
prosedur

12, Melampirkan SPPL;
13 Rekomendasi dar Dinas Keschatan,
Kepala DPFMPTSP
1
¥
Kabicl
a
¥
il
v I

Pemohon —* [ront Office —» back Office |
I__. Pemohon

4. Pemohon datang kebagian Front Office [Loket
Informasi), sewelah diperiksa  kelenghapannys
chilskukan Entry Dea, jika lengkap berkas
permohnnan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

9. mmmmmmmmmxm&m
gpakah diperlukan peninjeuan lapangan nmu1
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD |
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan  rekomendasi  kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
izin.

10, Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telsahan kepada Kepala
DEMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tm
teknis untuk penandatanganan ixin [ non ixn

11. Berkas izin diverifikasi dan diparal kasi.

12. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepaia Dinas.

13. Kepaln Dinas menandatang  berkas  dan

dokumen kepada back office.

14, Penomoran dokumen izin pada Buku Registor

meka dokumen izin discrahken kepuda Pemohon.

4, | Jangka wakiu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit

| penyclesaian | S ;

5, | Blaya/tarif Rp. 0.~

6. | Produk IZIN PRAKTEK DOKTER | 1. Dokter Umum, 2.
pelayanan Dokter Gigi, 3. Dokter Spesialis, 4. Dokter Gigi

-

ib




Spesialis, 5. Dokter Internship) |

(7. | Sarana, 1. Farmulir permohanan '
Prasarana, 2, Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan / atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan_Lemari Arsip

B Kompetensa 1. Memiliki kemampuan /| memahami administrasi

Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaraten /substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat

4. a:pnt berkomunikasi dengan baik, benar dan

CAr

5. Dupat mengoperasikan komputer dan jaringnn
internet o

9. Pengowasan Pengawasan dilakukan secara bepenjang dan kepala
irvternial mﬂm Kepala Seksi dan Kepala Scksi mengawasi

Stal.

10. | Penanganan Pengaduan dapat ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, ataw media
saran, dan mase yang sclanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan tekmis. Hasil evaluasi /[ 1 tim toknis

disampaikan ke Kepala  DPMPTSP untuk

11. | Jumlah 5 (lima) Orang

=== E‘}ﬂh@_ﬂ_ e i P ———RRNS S

12. | Juminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pastl’
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

santun

13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan . Dokumen izin disimpan pada tempat yang amun ,
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi |

dengan camera CCTV
« Tem Kir luas dan aman

14, | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internial L

20. |1ZIN KERJA PERAWAT

I NO. | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum Perda. Kab, Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Keschatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Keschatan.
- Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelavanan 2. Fotocopy KTP,

3. Fotocopy ljazah Ternkhir;

4. wutmnmmmrmgmmm
113

5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir

6. Fotocopy STR yang masih berlaku

|7, Pas Photol/kuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;
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E 8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
9. Rekomendasi dari Dinas Keschatan.

m:hau}m. dan

prosedur

Kepals DPMPTSP

T

Kabid

¥

| Tl

Pemohon —* f{ront Office —= back Office

Pemohon

Informasi), seteluh diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office
2. Selanjutnya dilalkukanan analisa oleh Kepala Seksi
diperlukan peninjanan lapangan atau
tidak. Jika diperiukan, maka tim tcknis SKFD
gkan melakukan pemeriksaan lapangan unfuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
igin

3, Proses pembuatan izin atan non ixin dimene
Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP  berdasarkan rekomendasi dari  tim
tekmis untuk pen izin [ non ixn

4. Berkes izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kahid memarsf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
mala dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

Jangks wakm

5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit

Biaya, tarif

Produlk
pelayanan

Sarana,
Prasurana,
dan /atau

Rp. O,-
SURAT 1ZIN KERJA PERAWAT

1. Formulir permohonan

2 Peraungkat komputer yang dilenghkapi jaringan
internet, Program Microsoft Office

Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

Kompetensi

:-F"'

hl:mﬂmﬂghmﬂ:npum | memahami adminisiras
Memahami persyaratan/substansi perizinan
Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan
sctiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tcpat

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan _

W b

\ 1




lancar
&Dmﬂmmgﬁuhmhmwmﬂmﬁmwm
 internet

A4, | Pengawasan Pengawasan dilukukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Schksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mall, atau media
saran, dan mm;:duu;umﬂumﬂihnhnnEaMmpniﬁm
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMFPTSP untuk
= = ditindaklanjuti,

11. | Jumlah 5 (lima) orang

| pelaksana = SR - |

12, | Jaminan - *“Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

santun

13, | Jaminan ~Fm:r|1k3nngditcrhi:knndi;imriu1:gnldmﬂh
keamanan dan secara hukum
kearlamatan - Dokumen irin disimpan pada tempal yang aman
pelayanan . Ruang pelayanan dan ruang rapat di

dengan camera CCTV

| - - _Tempat parkir yang luas dan aman |

14. | Evaluasi kinerja Evaluast kinerja dilaksanakan periodik setinp bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

15_ l-i““"__l_""" A A A B A g SR LR A A A L AR A R R RS

-

21. 1ZIN PRAKTIK PERAWAT

35
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KOMPONEN
Dasar Hulkum

URAIAN I

Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.

Persyaratan

mekanisme, dan
prosedur

Surat Permohonan;

Fotocopy KTP;

Fotacopy ljazah Terakhir;

Surat Keterangan Sehat dan Dokter Yang Memiliki
SIP;

Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Sctempat;
Fotocopy STR yang masih berlaku

Pas Photo ukuran 4x6 scbanyak 2 lembar
Rekomendasi dari Organisasi Profest;

. Sural Pernyvatean Memiliki Tempat Kenja/ Prakiik;
10, Melampirkan SPPL:

1 1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

BESmm R

Kepala DPMPTSP

b{
1

\




| il

Pemohon —* front Office — back Office

|__,Ft-mulmn

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasij, setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
2hice

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seks
apakah diperlukan peninjavan |apangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemerikssan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Scksi yvang membidangi untuk penerbitan
izin.

3. Proses pembuatan izin atau non izn dimana
Kepala Seksi membuat telaghan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tGm
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menyerashkan kepada
kepala Dinas.

6, Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back affice.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

Keterangen :

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian
5. | Biaya/tarif Rp. O0,-
6. | Produk SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
| pelayanan
7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer vang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetens 1. Memiliki kemampuan | memahami administrasi i
Pelaksana pemerintahan
2, Memahami persyaratan/substansi perizinan |
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan |
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu
4. Dupat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jarmngan
| imternet
-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
Iinte:mnl mmgum Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Stad,
10. | Penanganan Pengaduan dapai disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
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saran, dan masa vang sclanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan mﬂﬂwﬂum!pdtﬁnmmmkma
ke Kepala DPMFTSP untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumilah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasi®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat  dilengkapi
dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman
14, | Evaluasi kinerja E'.'ﬂium kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat _internal

22 1ZIN KERJA FERAWAT GIGI

NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hulum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Keschatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Keschatan.
2. Persvaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy ljazah Perawat gigi
3. Fotocopy STRPG;
4, Fotocopy KTP;
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memiliki
SIF;
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
7. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
8. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;
9, Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
= R Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur

i

1




l

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
1EN.

3. Proses buatan izin atau non izn dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izn / non ixn

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi,

5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan delkumen kepada back office.

7. Penomeoran dokumen izin pada Buku Register

maka dokumen izin discrahkan kepada Pemohon. |

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit

penyelesman

-4 Eu]mftnrﬂ Rp, 0,-

B. Produk SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI
pelayansn

7. Sarana, 1. Faormulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau mternet, Program Microsaft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8 | Kempetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memsahami persyaratan/subsiansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyvelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
htmﬂ T T T

-9, | Pengawasaf Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Scksi mengawasi
Stal.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yvang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi /[ pertimbangan tim teknis

disampaikan ke  Kepala  DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti,

11. |Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana -.

12. | Jaminan *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past”

Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan

pelayanan
I

santun




13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
Tempat parkir vang luas dan aman
il#. Evaluasi kinerja E?&hﬂﬂilm:.eqndﬂukmakmpﬂw:hkmh;pbuhn
Pelaksana secara berjenjang melalui rapal-rapat internal

L R R L R L LR L R EE PR e PR R PN TR PR P PR P PR

23.1ZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI

NO.| KOMPONEN URAIAN ]
1. | Dasar Hukum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.
2. | Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy ljaah Terakhir (D3 |
3. Fotocopy STRPG;
4. Fotocopy KTP;
5. Surat Keterangan Sehat dan Dokter Yang Memiliki
SIP;
6. Surat Rekomendasi dan Puskesmas Setempat;
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Surat pernyataan memiliki tempat;
9. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar.
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
3. Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur T l
Kabid

v
Pemohon —* [ront Office — back Office
Pemohon
Keterangan :
1. Pemohon datang

datang kebagian Front Office [Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas

permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
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Office

2. Selanjuinya dilakukanan anahisa oleh Kepala Seksi
apakah diperiukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika di , maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan

1zn.

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izn

5. Kabid memaral izin dan menyerashkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja, b Jam 30 Menit
penyelesaian

5. | Biaya/tarf Rp. O,-

6. |Produk SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT GIG]
pelavanan

i Sarmna, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2 Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
faslitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi I. Memiliki kemampuan [/ memaharmi administrasi
Pelaksana pemernntahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesailan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4. Dapal berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan

) ___internet

-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secarn berjenjang dari kepala

internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tm
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti. |

11. | Jumiah 5 (lima) orang
peloksana

12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudsh, Transparan dan Past"
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

saniun

13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin Jegal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang tapat dilenghkapi

dengan camera CCTV
N 44




- Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi lvun::]a dilaksanakan pcrmdilt setiap bulan
Pelaksana BECATR melalui internal
B | Wi R N O LD ST
24.1ZIN KERJA PFERAWAT ANESTESI
| NO. KOMPONEN T URAIAN
1. | Dasar Hukum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.
2. Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy ljash Perawat Anestesi;
3. Fotocop STRPA;
4. Fotocopy KTP;
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memliki
SIP;
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
7. Fotocopy SK pangkat terakhir;
B. Pas Foto § x 6 sebanyak 2 lembar.
09, Rekomendasi dari Dinas Keschatan,
o Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur T l
Kabid
Kasi

v
Pemohon —* front Office —» back Office

‘-—' Pemohon
Keterangan :

B Pemnhmmknhaglmﬁmﬂﬂ'm {Loket
Informasi),
dilakukan Entry Data,
permohonan diteruskan untuk diproses di Back
Office

Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
H.:pal.n Seksi yang membidangl untuk penerbitan

non izin dimana

Pmm:s pembuatan izin atau

m&mﬂmm:mm“m&pﬂnj

=




DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim

tekmis untuk penandatanganan izin [/ non izin

Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

kepala Dinas,

6. HKepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin discrahkan kepada Pemohon.

i

4, | Jangka waktu = Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian
5. Biaya | tarif Rp. 0,-
6. Produk SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANESTESI
pelayansn
7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
Prasarana, Perangkat komputer vang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. _Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasd
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepal sasaran dan tepat
waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
- - internet
-9, | Pengawasan F:m dilakukan sccara berjenjang dari kepala
internal mengawas: Kepala Bidang dan Kepala Bidang
:;[::pwnﬁ Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawsasi
10. | Penanganan _ﬁengudum dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yvang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke  Kepala  DPMFTSP  untuk
ditindaklanjuri.
11. | Jumlah 5 {hm_g} orang
pelaksanna
12. | Jaminan “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past”
pelaynnan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
Santun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
kesclamatan - Dolkumen imn disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayenan dan rmmang rapat dilengkam
dengan camera CCTV
14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat _internal

15.

‘)
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25.1ZIN KERJA BIDAN

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Perda. Kab, Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Keschatan.

Pelayanan

-

QRN R

Surat Permohonan;

Fotocopy KTF;

Fotocopy STRB yang masih berlaku;

Surat Keterangan Schat dari Dokter Yang Memiliki
SIP;

Denah Lokasi / Ruang Praktek;

Fotocopy ljazah Bidan;

Fotocopy SK Pangkat Terakhir;

Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;
Rekomendasi dari [BI;

0, Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

mekaniame, dan
prosedur

Kepala DPMPTSP

i

[

Kasi

B!

v

Pemohon —* front Office — back Office

I

Eeterangan !

1.

- o8

Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), sctelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKFPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
Proses pembuatan 1mn atau non wmn dimana
Kepala Scksi membuat telaashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izn
Berkas tzmin diverifikasi dan diparaf kasi.

Kabid memaral izin dan memyerahkan kepada
kepala Dinas.

Kepala Dinas menandatangi berkas dan
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menyerahkan dokumen kepada back office,
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon

| 4. Jangka waktu 5 Han Kerja, 6 Jam 30 Menit
penvelesaian

| & Biava/taril Rp. 0,-

6. Produk SURAT KERJA BIDAN
pelayanan

| 7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Peranghkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau intermet, Program Microsoft Office
fasmlitas 3. Alar tulis kantor dan Lemari Arsip

B. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan /substansi perizinan

3. Mempunyal Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setinap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

2. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet.

6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi

1 Euf;

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 3 (lima) orang
pelaksana

12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti”
pelayanan Dndl.l_hmg'mn oleh petugas yang terampil, ramah dan

HSEN

13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempal vang am:in
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja Eﬂﬂundkﬁmjndﬂ:hmnkmpeﬂnikuﬂaphuhn

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

26.1ZIN PRAKTIK BIDAN

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Huluim

Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014

4%

\




Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi

Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.

Pelayanan

LENT @ BN

Surat Permohonan;

Folocopy KTP;

Folocopy STRB yang masih berlaku;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memiliki
1P

Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas
Setempat;

Denah Lokasi /Ruang Prakuik;

Fotocopy ljazah Bidan;

FOwcopy SK Pangkat terakhir;

Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;

1{1 Rekomendasi dari [BI;
11.Melampirkan SPPL;
12, Rekomendasi dart Dinas Kesehatan,

Sistem,
mekamsme, dan
prosedur

Kepala DPMPTSP
!

Kabid

¥
Kasi

[

.

Pemohon —* frant Office — back Office

|—..-—|.. Pemohon

Keterangan :

1.

o &

Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi], setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan diteruskan untuk diproses di Back
Office

Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepals Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kr.pula Seksi yang membidangi untuk penerbitan

Frm:pm:huatnni:m.atﬂn non imn dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepads Kepala
teknis untuk penandatanganan izin / non izn
Berkas izin diverifikasi dan diparafl kasi.

Kabid memaraf izin dan menverahkan kepada
kepala Dinas.

Kepala Dinas menandatangi berkas dan




4. | Jangka walktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian
5. | Biaya/tarif Rp. 0,-
6. Produlk SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
pelayanan
i Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan fatau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
B. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substans: perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
___internet
-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
w Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/lax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP antuk
. ditindaklanjuti.
| 11 [ Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti"
pelayanan Didukung oleh petugss yvang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
pelayanan - Ruang pelayanan dan rmuang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
- _Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja Mmmmmmmpm&mbuhu
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal
! 15. | ). ani AR PP B Tt at oot e S S L e et Ly T s

27.1ZIN KERJA/PRAKTIK APOTEKER [SIKA/SIPA)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Ten Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Keschatan.
2. Persyaratan 1. Surat Permohonan;
* Pelayanan | 2. Fotocopy ljazah;
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3. Fotocopy STRA;

4. Fotocopy KTP;

5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memiliki
sIP;

6. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik
Profesi atau Surat Keterangan dan Pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian atau dan
Pimpinan Fasilitas Produksl atau
Distribusi/Penyaluran;

7. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;

B. Rekomendasi dari Organisasi Profes;;

9. Rekomendasi dan Dinas Keschatan.

3 Siltl:m:

mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
e T
Kabad
R

Kasi

N

v
Pemohon —* front Office — back Office
+ Pemohon

Eeterangan ;

I. Pemohon datang kebagian Front Oifice [Loket
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Seclanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peéninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangl untuk penerbitan
izin.

3. Proses pembuatan izin atau non {zin dimana
Kepala Seksi membual telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dan tm
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4, Berkas imin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepads Pemohon.

4, Jangka wakiu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penvelesaian
5, | Biaya/taril Ep. O,-
6. |Produk SURAT KERJA/PRAKTIK APOTEKER (SIKA/SIPA)
| pelayanan

a1




7. | Sarana, 1. Formulir permchonan
prasarana, 2. Perangkat komputer vang dilengkapi jaringan
dan/atau mternet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setinp tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
walkiu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
2. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
-9, Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawast Kepala Bidang dan Kepala Bidang
ﬁgﬁwﬂi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana =
12, | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past"
pelayanan Didukung olch petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk wvang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan rmuang rapat dilengkapi
mmcm
Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja E.vuluﬂ kinerja dilaksanakan penndjk sctiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapal-rapatl internal
5 o [T— T T S SR T T P R T

28.1ZIN PRAKTIK APOTEKER PENDAMPING (SIPA)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum Perda. Kab. Balangan No, 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.
2. Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy ljazah;

3. Fotocopy STRA;

4. Fotocopy KTF;
5. Surat Keterangan Sehat dan Dokter Yang Memiliki

SIP;

6. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Prakik

Profesi atau Surat Keterangan dar Pimpinan
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Fasilitas Pelayanan Kefarmasian atau dari Pimpinan
Fasilitas Produksi atau Distribusi/Penyaluran;

Pas Photo Ukuran 4x6 Scbanyak 2 Lembar;
Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Rekomendasi dari Dinas Keschatan,

=

3. Sistem,
melanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur
T
Kabid
]
v
Pemohon —* front Office —» back Office
l—. Pemohon
Eeterangan
1. Pemchon datang kebagian Front Office [Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan diteruskan untuk diproses di Back
Office
2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidal. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi
Ktpﬂh Seksi yang membidangi untuk penerbitan
3, F"rna:a pembuatan ixin atau non izn dmmnn'
Kepala Seksi membuat telashan kepadas Kepala
DPMPTSFP berdasarkan rekomendasi dard tm
teknis untuk penandatanganan izin / non izin
4. DBerkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.
5 HKabid memarsfl izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas,
6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.
4. | Jangka waktu S Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penvelesaian
5. | Biaya/tanf Rp. O,-
. Produk SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER PENDAMPING
pelayanan (SIPA]
7. Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan /substansi perizinan
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3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan

setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

3. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

-9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
?Egnwa:i Kepala Secksi dan Kepala Seksi mengawasi
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.
11, | Jumlah 5 (lima) oran
pelaksana - N
12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti"
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, rameh dan
santun
13. | Jaminan - Produk diterbitkan dijamin dan sah
= yang dijamin legal
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja Evaluaml:umjnmhhmuhnp:rmd:k setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

29.IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIKTTK)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayvanan
Kesehatan.

Persyaratan

1. Surat Permochonan;

2. Fotocopy ljazah asisten apotiker;

3. Fotocopy STRTTK;

4. Fotocopy KTF;

5. Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana
Kefarmasian /Apotiker Penanggung Jawab vang
Menyatakan Masih Bekerja Pada Sarana
Bersangkutan;

6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memiliki
SIP;

7. Fotocopy SK pangkat terakhir;

8. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanvak 2 Lembar;

9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

10. Rekomendasi dari Dinas Keschatan.

3.

Sistem,
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mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur T l
Kabid
1l
v
Pemohon —* [ront Office —» back Office
\__. Pemaohon
Keterangan :
1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa hl:mgknpmmyn
dilakukan Entry Data, jika
permohonan  diteruskan untuk diproses r.h Back
Office
2. Selanjutnya dilakukanan analisa cleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKFPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepaln Seksi yang membidangi untuk penerbitan
3 Frnuapmhmmtﬁnntmnmmndlmmn
Kepala Scksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tm
teknis untuk penandatanganan izin [ non izn
4, Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi,
5. Kabid memarafl izn dan menyerahkan kepada
kepala Dhinas.
6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyverahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemobon.
4. Jangka waktu 5 Han Kerja, 6 Jam 30 Menit
penvelesaian
5. | Biaya/tarif Rp. O,-
6. | Produk SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS
pelayanan KEFARMASIAN [SIKTTK])
7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jarmgan
dan/atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami admmistrasi
Pelaksana pemerintahan

Memahami persyaratan/substansi perizinan
Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

@

5. Dapal mengoperasikan komputer dan jaringan

v -




mternet

-G, &qmum &mmmmdmmhnuumhwmm;Mdhwh
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi

Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang sclanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 3 {lima) orang
pelaksana I

12, | Jaminan = “Cepat, Tepat. Mudah, Transparan dan Past"
pelavanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan

santun

13. | Jaminan - Produk vang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV

Tempat parkir vang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja EmmwhuﬁﬁMmMMmmmMummmmn
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal
15- l"“" I EEAEE AR B B R R b e PR R BT R TR T I AT I PR BN R N B PR B

30.1ZIN PRAKTIK FISIOTERAFPI

NQ.

KOMPONEN

URAIAN i

Dasar Hukum

Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Felnym:mn
Kesehatan.

Pelavanan

Sural Permohonan;

Fotocopy KTP;

Fotocopy [jazah fisioterapi;

Fotocopy SIF /STRF yvang masih berlaku

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memiliki

SIP

Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan

Kesehatan Yang Menyatakan Tanggal Mulai

Bekerja;

7. Fotocopy SK Pangkat Terakhir:

8. Pas Photo Ukuran 4x6 Sehutyaki Lembar;

9, Surat Keterangan Menyelesaikan Adaptasi Bagi
Lulusan Luar Neperi;

10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

AT B o e

Kepala DPMPTSP

']

1l




| Tl

Pemohon —* front Office — back Office

Pemohon
Keterangan :

i. Pemohon datang kebagian Front Office [Loket

permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjavan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
h’.tpalﬂ Seksi yang membidangi untuk penerbitan

a. F'rum pembuatan ixin atay non izin dimana
Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non ign

4. Berkas iznin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. HKepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4, Jangka waktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian
5. Biava/taril Rp. O0,-
6. Produk
pelayanan SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI
7. | Sarana, 1 Formulir permohonan
prasarana, Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
[asilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan /| memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap lahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
-9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Scksi dan Kepala Seksi mengawasi
Stal.

Pengaduan _dapat_disampaikan ke lokel pengaduan

37




pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, ¢-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 3 (lima) orang
|| pelaksana I
12, | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Roang pelayanan dan mang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV

Tempat parkir yang luas dan aman

14,

Ewlunm kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

15.

L R R L T N T A e e e e e

31.IZIN PRAKTIK OKUPAS| TERAFIS

NO.,

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hulkum

Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.

Persyaratan

Surat Permohonan;

Fotocopy ljazah;

Fotocopy SIOT/STROT;

Fotocopy KTP;

Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memiliki
SIP;

Fotocopy SK pangikat terakchir;

Surat Keterangan Menyelesaikan Adaptasi Bagi
Lulusan Luar Negeri;

10. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;

1 1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

E Sk e

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur
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v
Pemohon —* front Office — back Office

Pemohon
Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office [Loket
Informasi], setelah diperiksa kelenghkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tdak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuniya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Selsi yang membidangi untuk penerbitan

mn,

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dar  tim |
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4, Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5, Kabid memaraf imn dan menyershkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyverahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

5 Han Kenja, 6 Jam 30 Menit

=

Rp. 0,-

SURAT IZIN PRAKTIK OKUPAS]I TERAPIS

1. Formulir permohonan

2. Perangkat komputer yang dilenghkapi jaringan
internel, Program Microsoft Office

3. Alat tulis kantor dan Lemar Arsip

I. Memiliki kemampuan / memahami administras:
pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
sctiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
wakiu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

3. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

Pengawasan dilakukan secara berjenjang darl kepala
mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
masa vang selanjuinya akan dibahas dalam rapat tim
teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk

ditindaklanjuti.
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1L | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past”
pelayanan Didukung oleh petugas yvang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman .
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat  dilengkapi
dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman {
14. | Evaluasi kinerja E\'alul.m kinerja dilaksanakan pﬂmd:.'ur. setiap bulan '
Pelaksana sccara berjenjang melalui rapat-rapat internal
-I-El -ill - BEdbjpissajidmsnrErdasreis s as iR imrsr R FararErad s rR AR RS ET F T ETE TR YA Y RSP ET R TR Y TN
32.1ZIN PRAKTIK TRAFIS WICARA
NO. | KOMPONEN URAIAN '
1. | Dasar Hukum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.
a. Persvaratan 1. Surat Permohonan;
Pelavanan 2. Fotocopy ljazah;
3. Fotocopy SITW/STRTW yang masih berlaku;
4. Fotocopy KTF;
5. Surat Keterangan dan Pimpinan Sarana Pelayanan
Kesehatan yang Menvebutkan Tangeal Mulai
Bekerja;
6. Rekomendasi dari Organisasi Prolesi;
7. Surat Keterangin Schat dan Dokter Yang Memiliki
SiP;
8. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
9. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
3. Sistem,
meckanisme, dan Kepala DFMPTSP
Kabid
Kasi

N

Pemohon —* front Office —» back Office

Pemohon
Keterangan :

1. Pemohon datang kecbagian Fromt Office (Loket |

e




Informasi), setelah sa kelen
dilalukan Entry Data, jika lengkap berkas
E}ﬂ}nemhm diteruskan untuk diproses di Back
2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntyva memberikan rkomendasi kepada
I{cpala Seksi yang membidangi untuk penerbitan

3. Pruuup:mbu&tﬂ.nmnntnunnumn:hmanl
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk an izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izrin dan menyverahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyverahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian

3. Biaya /tarif Rp. 0,-

6, Produk
pelayanan 17.SURAT IZIN PRAKTIK TRAFIS WICARA

7. Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkal l:umput:rmgdﬂ:ngklpljanngan
dan/atau internet, Program Microsoft Office
[asilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3, Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internct

-9, | Pengawasan Fengewasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secaras lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran. dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Eepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumiah 5 (lima) orang
pelaksana

12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasg"
pelayrnan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan |

saniun

13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - _Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman

6l




- Ruang pelavanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV

-__Tempat parkir yang luas dan aman

14,

Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
secara berjenjong melalui rapat-rapat internal

15.

e e

33.1ZIN KERJA REFLAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS (SIKRO dan

SIKO)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hulkum Perda. Kab, Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Keschatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayvanan
Kesehatan.
- 8 Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy ljazah pendidikan refleksionis optisien
optometris;;
3. Fotocopy STRRO/STRO;
4. Fotocopy KTF;
5. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan :,rn:n.g Herungl:uia.n
fi. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Flun-n-mr.ah.
8. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
9. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
3. Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur

e
¥

Kas

| [

Pemohon —* front Office — back Office

Pemohon

dilakukan Entry Data, jika
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2, Eclanjum}rl dilakukanan analisa olch Kepala Selosi
diperlukan peninjauan lapangan atau
tfd.lk Jika diperlukan, maka tim teknis SKFPD

akan melakukan pemeriksaan lapangan unfuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada |
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Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
izin.

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dar  tim
teknis untuk penandatanganan izin | non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menycrahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohaon.

4. | Jangka waktu > Hari Ketja, & Jam 30 Menit
penyelesaian

3. E:a}rﬂ,n"r.ﬂ:lf Rp. 0,-

6. Produk SURAT T1ZIN KERJA REFLAKSIONIS OFPTISIEN
pelayanan DAN OPTOMETRIS (SIKRO dan SIKO)

7. Sarana, ]. Formulir permohonan
prasarana, Fm-ungkai komputer vang dilengkapi jaringan
dan /atan internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemasi Argip

B. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesailan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala |
internial mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengamlicpnln Seksi dan Kepala Seks: mengawasi
10. | Penanganan Fhlgadumdnputdunmpﬂkmkehkutpmpdum
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yvang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi | pertimbangan tim telmis
disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 5 {lima) orang
pelaksana
12, | Jaminan = “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasn”
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan sccara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat vang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja Mhhm.dﬁnhmuhnpennd-kuhnpbu]m
Pelaksana sccara berjenjang melalui rapai-rapat_internal

-




34 IZIN KERJA RADIOGRAFER

NO.

KOMPONEN

I

URAIAN

L.

Dasar Hulkam

Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.

Pelavanan

Surat Permohonan;
Fotocopy KTP;
Fotocopy ljazah Radiografer yang Disahkan oleh
Pimpinan Penyelenggara Pendidikan Radiografer;
Fotocopy STRR;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memiliki
SIP;

Surat Keterangan Bekerja dan Fasilitas Pelayanan
Keschatan yang Bersangkutan;

Rekomendasi dari Em-mnliuﬁmun

Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar,;

L]

vuN F‘ e N

mekanisme, dan
prosedur

Kepala DPMPTSP

RE
¥

Kasi

B

Pemohon —*  f{ront Office —» back Office

Pemaohon
Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi], setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Cifice

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjanan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim tcknis SKPD

akan melakukan pemeriksasn lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada

Hep-nlu Seksi yang membidangi untuk penerbitan

J.P‘m-n:spmnhum“nmunmhnm

Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izin
Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

Kabid memarafl izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

o

&4
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6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register

maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.
4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian
2. Biaya/taril Rp. O,-
B, Produk
R SURAT [ZIN KERJA RADIOGRAFER
T. Sarana, 1. Formulir permohonan
Prassrina, 2, Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan / atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
B. Kompetensi L. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerin
2. Memahami persyaratan /substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Papm mengoperasikan komputer dan jaringan
intermet
9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara bergjenjang dari kepala
internal mengawast Kepala Bi dan Kepala Bidang
E;-}.gnwld Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampeaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan mmymguduuutnyankm:dihuhaadﬂmrapﬂt:m
masukan teknus. Hasil evaluasi |/ pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DFMPTSP untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumiah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti”
pelavanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan
saniun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayvanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
Tempat parkir vang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja E:vn‘lum kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalul rapat-rapat internal

15,

b T R i T R b B B R R i B e TR i B B i s e - i el

35.1ZIN KERJA /PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS

NO.

KOMPONEN

URAIAN

|

1.

Dasar Hukum

Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan

|

a5

}




Keschatan,

Jenis Izin -

lzin Kerja Ortotis Prostetis;

. Izin Praktik Ortotis Prostetis.

Persvaratan 1. Surat Permohonan;

Pelayvanan 2. Fotocopy KTP;

3. Fotocopy ljazah yang Dilegalisir;

4. Fotocopy STROP;

5. Burat Keterangan Schat dari Dokter Yang Memiliki
SIP;

6. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat Praktik
Pelayanan Secara Mandiri;

7. Pas Photo Ukuran 4x6 Scbanyvak 3 Lembar;

8. Rekomendasi dan Organisasi Profesi;

9. Rekomendasi duri Dinas Keschatan,

Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
— M

1l
Tl

Pemohon —*  (ront Office — back Office

Pemohon
Keterangan :

1. Pemchon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
F.'.epa;ta Seksi yang membidangi untuk penerbitan

3. hmmmmnmummm
Kepala Seksi membuat telanhan kepada Kepala
DPMPTEP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparal kasi.

5. Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan

dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register

‘maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

Jangka waktu S Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
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5. | Biaya/tanf Rp. O,-

6. | Produk SURAT IZIN KERJA/PRAKTIK ORTOTIS
pelavanan PROSTETIS

Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2, ngknlhmwmmddmﬁmp jarngan
dan /atau internet, Program Microsoft

|| fasilitas 3. Alat tulis kantor dan merhtmg

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan /| memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
sctiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

3. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

-9, | Pengawasan Pengawasan dilakuksn secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Eepala Scksi mengawasi
Stal.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuts.

11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana

12, | Jaminan - “Cepat, Tepat., Mudah, Transparan dan Pasti”
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan

santun

13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat vang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman

14. | Evaluas kinerja E'lm'luam kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

J36.IZIN KERJA TEKNISI GIG]

NO. KOMPONEN URAIAN
Dasar Hukum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
L Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.
2. Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy KTP;

3. Fotocopy ljazah yang Dilegalisir,
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4, F-‘ntnnupy STRTC;

5. ;ﬁm Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memiliki

6. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Kerja di
Fasilitag Pelayanan Kesehatan atau Tempat Praktik:

7. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar;

8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

9. Rekomendasi dari Dinas Keschatan,

mekanisme, dan

Kepala DPMPTSP

1
[l

fl
v
Pemohon —*  front Office —» back Office

l_.Pemnhl:m
Keterangan :

1, Pemohon datang kebagian Front Office [Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Scksi
nﬁpu]mh diperlukan peninjavan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan wuntuk
sclanjuntys memberikan rekomendasi  kepada
Kl'fp:la Seksi yang membidangi untuk penerbitan

n.

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana

Kepala Secksi membuat telaahan kepada Kepala

DFMPTSP berdasarkan rehomendasi dari tim

teknis untuk penandatanganan izn / non zn

Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada

kepala Dinas.

th

Jangka waktu

5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit

Biaya [ tarif

Rp. 0,-

pelayanan

SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI

prasarana,
dan/atau

1. Formulir permohonan

2 F:rlng’lﬂt komputer vang dilengkapi jaringan
internet, Program Microsoft Office

3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

-




8. Kompetensi 1. Memiliki kemmampuan / memahami administras
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
a. an:t mengoperasikan komputer dan jaringan
-8, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Brdang
mmﬂwﬂ Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
10. | Penanganan ngudum dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan MAass Vang uimjulu,yn akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis, Hasil evaluasi |/ pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.
11. |Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana -
12. | Jaminan “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijjamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat vang aman
pelayanan - Ruang pelavanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja E'mlum kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

15.
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J7.1ZIN KERJA /PRAKTIK TENAGA GIZI] [SIKTGz/SIPTGz]

—

NO. KOMPONEN URAIAN
Dasar Huloum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
I Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.
2. | Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy KTP;

3. Fotocopy liazah yang Dilegalisir;

4. Fotocopy STRTGz;

5. Surat Keterangan Sehat dar Dokter Yang Memiliki
sSiP;

6. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat Praktik
Pelayanan Secara Mandiri;

7. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar;

B. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

9. Rekomendasi dari Dinas Keschatan,

X




Sistem,

mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur
T
Kabid
fl
v
Pemohon —* front Office —» back Office
Pemohon
Keterangan ;
1. Pemohon datang kebagian Front Office [Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
Gp:rmnhnnn.nﬂb diteruskan untuk diproses di Back
ice
2. Selanjutnya dilakukanan analisa cleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tm teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
sclanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
Iilfpnla Seksi yang membidangi untuk penerbitan
izin.
3. Proses pembuatan ixin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan i#in | non izin
4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.
5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepads
lmpnlnlhnm.
(.3 Dinas menandatangi berkas dan
men}mh]mndﬂhlmcnluﬁda back office.
| T. Penomdran dokumen izin pada Buku Register
4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
5. | Biaya/tarif Rp. 0,-
6. | Produk SURAT IZIN KERJA/PRAKTIK TENAGA GIZI
- pelayanan [SIKTGz/ SIPTGz)
7. Sarana, 1. Formulir permohonan
pPrasarana 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan
sctiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar




5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
intermal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
glgg;um Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik sccara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas d:.tnm ri,pm tim
mast kan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
dirampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti"
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13, | Jaminan = Produk yang diterbitkan dijamin dan sah
keamanan dan secara hukum " v
keselamatan Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
| Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja Evﬂumﬁnujuﬂnhmﬂmmdikuuaphuhn
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

38.1ZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)

NO. KOMPONEN URAIAN
Dasar Hukum Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
L. Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Keschatan.
o' B Persyaratan 1. Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy KTF;
3. Fotocopy [jazah vang Dilegalisir;
4. Fotocopy STRTS;
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memiliki
SIP;
6. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bersangkutan;
7. Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar;
8. Rekomendasi dari O i Profesi.
i 9. Rekomendasi dari Dinas Kesechatan.
3. Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur T l
Kabid
Kasi

!




M

Pemohon —*  front Office —» back Office

Pemohon
Keterangan :

. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back

2. Selanjutnya dilakukanan anahsa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapanpgan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim tekniz SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
lé;:npula Seksi yang membidangi untuk penerbitan

3. Proses pembuatan ixin atau non izin dimans
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarken rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izn

4, mlﬂnmmﬁhmdmd:mrﬂfm

5. id memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian
5. | Biaya/tanif Rp. 0,-
6. | Produk q
pel URAT LZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)
7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat kompuier yang dilengkapi jaringan
danf atau internet, Program Microsoft Office
lasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan /| memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3, Mempunyar Komitmen tnggl untuk menyelesaikan
sctiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
<0, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
mternal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf,
10. | Penanganan an dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fex, e-mail, atau media
saran, dan masa yvang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim

{g‘u




masukan teknis. Hasil evalussi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasii"
pelayanan Didukung oleh petugas yvang tcrampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
- Tempat parkir yang luas dan aman

14,

Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
secara berjenjang melalui rapat-rapat _internal

5.
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39, SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL [STPT)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Keschatan.

2.

Pelayanan

Biodata Pengobat Tradizional;

Fotocopy KTF;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang Memiliki

SIP vang masih berlaku;

Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Tempat

Melakukan P:knqm Sebagai Pengobat Tradisional

yang

Peta Lokasi Usaha dan Denah Ruangan;

Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi Profesi di

Bidang Pengobatan Tradisional yang Bersanghkutan; |

7. Folocopy Sertifikat/ljazah Pengobat Tradisional;

8. Fotocopy Hazah Pendidikan Formal Terakhir;

9. Surat Pengantar dari Puskesmas Setempat;

10.Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar;

11.Rekomendasi dari Kejaksaan Bagi Battra
Klasifikasi Supranatural dan Kantor Kementrian
Agama Balangan Bag Battra Klasifikasi
Pendekatan Agama,

12.Fotocopy Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan
(bagi yang bekerja di sarana pelayanan keschatan)

13. Rekomendasi dari Dinas Keschatan.

£ UM

o

mekanisme, dan
prosedur

kepala DPMPTSP

.
¥




| Tl

Pemohon —* front Office — back Office
Pemohon

Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2, Selanjuinya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi
K-upnln Seksi yang membidangi untuk penerbitan

3 Prum pembuatan xin atau non izin dimans

Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala

DPFMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim

teknis untuk penandatanganan ixin / non izin

Berkas (zin diverifikasi dan diparaf kasi,

Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada

kepala Dinas.

Kepala Dinas menandatangi berkas dan

mmycrnh!mnddmmmhcpndlbmk{:mnt

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohan.

S

4. Jangka waktu 5 Han Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian
5 Biaya/tarif Rp. 0,-
E. Produk SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL
pelayanan {ST:FTI
T. Sarana, . Formulir permohonan
prasarana, 2- Peranghat komputer yang dilengkapi jaringan
dan/atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesatkan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
walktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
9. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
;&mwmai Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
10. | Penangsnan PEEga:h;mdapatdiumpa!kmlmhkctpmmdunn
pengaduan, baik secara lisan, SMS. Telpon /fax, e-mail, atau media

T




saran, dan mass yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil cvaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuri.
11, | Jumlah 3 (lima) oran
pelaksana :
12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasi"
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk vang diterbitkan dijamin dan ssh
keamanan dan secara hukum e
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Rusng pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja Evlluam kinerja dilaksanakan periodik setuap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal
11 A G ) SR A R S TR S o S R S A e

40.SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL (SIPT)

ND.

KOMPONEN

URAJIAN

Dasar Hulum

Perda, Kab, Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.

1. Biodata Pengobat Tradisional;

2. Fotocopy KTF;

3. Sural Kelerangan Schat dari Dokter Yang Memiliki
SIPF;

4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Tempat
Melakukan Pekerjaan Sebagai Pengobat
Tradisionsl:

5. Peta Lokasi Usaha dan Denah Ruangan;

6. Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi Profesi di
Bidang Pengobatan Tradisional yang Bersangkutan

7. Fotocopy Sertifikat [ [jazah Pengobat Tradisional;

8. Fﬂmmwl;nmthﬁdﬂmmeﬂTuﬂﬂﬂr

9. Surat Pengantar dari Puskesmas

10.Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar dan 3x4
Schanyak 1| Lembar;

11.Fotocopy [zin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan

(bagi vang bekerja di sarana pelayanan kesehatan,
12.Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Sistem,
prosedur

Kepala DPMPTSP

T

Kabid

Kasi

¢ |
|+

75




Pemohon —* front Office — back Office

Pemahon
Keterangan :

. MPmulmm} ﬂnmnmg kebagian Front Office [Loket
ormasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
Waﬂ diteruskan untuk diproses di Back

ce

4. Selanjutnya dilakukanan analisa olch Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjavan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
sclanjuntva memberikan rekomendasi  kepada
K-:pa]nlﬂn Seksi yang membidangi untuk penerbitan
izin.

3. Proses pembuatan izin atau non izn dimana |
Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari dm
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaral izin dan menyerashkan kepada
kepala Dinas.

6. HKepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.,

4. Jangka waktu a2 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penyelesaian

5. | Biaya/tarif Rp. 0,-

6. Produk
pelayanan SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL (SIPT))

7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer vang dilengkapi jaringan
dﬂl'lf atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan _Lemari Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
-~ E::ﬂpﬂl mengoperasikan komputer dan jaringan
ternet

-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala

internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawsasi
Staf,

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan muljlngu{anjumylakmm'hahudﬂmmpnlum
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

{




disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditndaklanjur.
11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
gantun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah

secara hukum

Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

Eﬂlumu kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
secara berjenjung melalui rapat-rapat internal

| keselamatun - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelavanan -
dengan camera CCTV
- _Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja
Pelaksana

13,
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41. IZIN OPERASIONAL KLINIK

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Perda. Kab. Balangan No. 16 Tahun 2014
Tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi
Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan
Kesehatan.

b

Pelayanan

. Mengisi Surat Permohonan;

Fotocopy KTPF Pemohon;

Fotocopy Pendirian Badan Usaha Kecuali untuk

Kepemilikan Perorangan;

Fotocopy SITU dari DPMPTSP;

Fotocoy SPPL (surat pernyataan pengelolaan

lingkungan| dari vbs yang diketahui oleh Dinas

Lingkungan Hidup ;

6. Dokumen SPPL untuk Khinik Rawat Jalan atau
Dokumen UKL-UPL untuk Klinik Rawat Inap
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

7. Surat Keterangan dari Lurah /Kepala Desa;

8. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Dokter
Penanggung Jawab Teknis;

9. Fotocopy ljazah Dokter, SIP Dokter, Penanggung
Jawab dan Pengelola Klinik;

10.Fotocopy ljazah dan SIK Penanggung Jawab Obat
Elinik;

1 1. Daftar Tenaga Profesi Keschatan dan Struktur
Organisasi Kepengurusan, Tenaga Kesehatan,
sarana dan Prasarana, dan Peralatan Serta
Pelayanan Yang Diberikan;

12. Daftar Peralatan Medis dan Non Medis;

13.Daftar Persediaan Obat-obatan yang ada (termasuk
ana filaktik Schok);

14, Daftar Keterangan Jam Pelayanan;

15.Denah Bangunan Tempat Pelayanan;

16. Fotocopy Sertifikat Tanah, Bukti Kepemilikan Lain

Yang Disahkan Oleh Notaris atau Bukti Surat

Kontrak Minimal Untuk Jangka Waktu 5 (lima)

Tahun;

L

ok o

-




17.Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat;

13.Rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Melakukan
Pekerjaan Scbagai Pengobat Tradisional;

14.3urat Pengantar dari Puskesmas Setempat;

15.Peta Lokasi Usaha dan Denah Ruangan;

16.Pas Photo Ukuran 4x6 Sebanyak 2 Lembar dan 3x4

Sehanyak 1 Lembar;
17. H-El:ﬂmmdnm danhmmmfﬂrgmﬂﬁtl Profesi di

19. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Sistem,

prosedur

Kepala DPMPTSP

&
1]
Tl

Pemohon —* front Office — hack Office

|_,F=mnhn-n
Keterangan :

|. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah kelengkspannys
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
Dmﬂi onan diteruskan untuk diproses di Back

ce

1. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim tcknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
n.

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Scksi membuat telaahan kepacda K:puh
DPMPTSF berdasarkan rekomendasi dari
teknis untuk penandatanganan izin [ non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5 Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen fzin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

Jangka waktu 5 Hari Kerja, & Jam 30 Menit

penyelesaian —
Biaya,/taril Rp. 0,-

sy SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL (SIPT))
Sarana, 1. Formulir permohonan

=




prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan/atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
scliap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

-9, | Pengaswasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Eu:lﬂng

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapal disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang sclanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi |/ pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti. B

11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana

12. | Jaminan - *"Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti"
pelayanan Didukung oleh petugas yvang terampil, ramah dan

santun

13, | Jaminan - Produk vang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempal yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman |

14. | Evaluasi kinena E‘\ralunm kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana secarn berjenjang melalui rapat-rapat _internal

42.IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

NOQ,

KOMPONEN

URAIAN ]

Dasar Hukum

Dasar Hukum :

1. Peraturan Kepala BKPM Rl No. 15 Tahun 2015
Tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal.

2. Peraturan Kepala BKPM R! No. 6 Tahun 2016
Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata
cara izn prinsip Penanaman Modal.

Jenis Izin :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;

2. lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal:

3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal:

4. [zin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal.

%




Persyaratan 1. Mengisi Surat Permohonan;
Pelayanan 2. Fotocopy KTP;

3. Fotocopy NFWP Perusahaan;

4. Fotocopy NPWP Pemegang Saham;

5. Fotocopy NFWP Usaha Perorangan;

6. Fototcopy Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV dan
FA) Dilengkapi Dengan Pengesahan Anggaran
Dasar Perusahaan dan
Persetujuan/ Pemberitahuan Perubahan dari
Menteri Hukum dan HAM;

7. Surat Kuasa Asli bermatral dan Cap Perusahaan
(bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung
oleh pimpinan perusahaan);

- Surat Kuasa Pengurusan;

- Burat Kuasa Penandatanganan;

8. Keterangan Rencana Kegiatan (untuk industn
berupa diagram produksi dengan pemjelasan
uraian proses produksi dan mencantumkan jenis
bahan baku, sedangkan untuk sector jasa berupa
uraian kegiatan dan penjelasan produk jasa yang
dihasilkan),

9. Sesuai Dengan Ketentuan Teknis
(Fotocopy SIUP, TDP & SITU);

10. Rekomendasi dari SKPD Teknis terkait:

- Rekomendasi Kesesuain Lahan dengan RTRW dan
BEPRD;

- Dan lain-lain apabila dipersyvaratkan;

11.Dalam Mengajukan Fermohonan Memperlihatlkan
Berkas Asli;

12.Chekhist Ii:ntnngl:npnn Berkas Dus: dan
Ditandatangani Pimpinan Perusahaan /Kuasa.

Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur T 1
Kabid
B!
kasi
Il
v

Pemobon —*  front Office —» back Office

Pemohon

Keterangan :

i

Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika |engkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Eepala Seksi vang membidang untuk penerbitan

-




izZin,

3. Proses pembuatan izin atau non izn  dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4, Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6 Kepale Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja, 6 Jam 30 Menit
penveleasaian
5. Biava/tarif Rp. O.-
. Produk
i pel : SURAT IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
7. | Sarana, 1. Formulir pcrnmhunan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. _Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi penzinan
3. Mempunyai Komitmen tingei untuk menyelesaikan
seétiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan kamputer dan jaringan
ntemet

| =9. | Pengawasan F:-ngtwnann dilakukan secara berjenjang dari kepala

internal Mengawasi Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

' 10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaiken ke loket pengaduan
pengaduan, baik secarn lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - "Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hulum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera
-_Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

13.

SR R A U R R R F R R A PR i b R T e R v e e




43.1ZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

1.

e ®y o

1 MO, EOMPONEN LURAIAN
Dasar Hukum 1. Perda. Kab. Balangan No. 14 Tahun 2013 Tentang
1. lrin Pengelolaan dan Pengusahasn Sarang Burung
Walet.
2. Perda. Kab. Balangan No. 20 Tahun 2013 Tentang
Pajak Sarang Burung Walet.
2. Perayaratan a. pemohon izin pada habitat alami wajib
Pelavanan melampirkan:

Memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy:

aj Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

¢} Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

d) Tanda Dafiar Perusahaan (TDP) apabila
Pemohon adalah Badan Usaha

Surat kelerangan penemuan sarangg burung

walet dari Kepala Desa / Lurah vang diketahui

oleh Camat setempat;

Surat persetujuan pengelolaan sarang walet dan

Kepala Desa/Lurah vang diketahui oleh eluruh

warga setempat dan disahkan oleh Camat;

Rekomendasi dari SKPD vang membidang

urusan kehutanan;

Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan

akan mempekerjakan masyarakat sekitar dalam

pengelolaan dan pengusahaan sarang burung

walet;

Surat pernyataan kesanggupan untuk

m:lakammhu: I::i'a,]lhun kewajibannyva;

Ruang Daerah (BRPRD)
Svarat-syarat lain sesun dengan ketentuan
perundang-undangan;

mmwmpndahuhlmthuaummh

1.

3.

4.

Mnmptr]jhnﬂun asli dan menyerahkan fotocopy:

al Surat kepemilikan atas tanah

b} Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon

¢} Lzin Mendirikan Bangunan (IMB) sesua
dengan peruntukannya

d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF)

] Urat Izin Tempat Usaha (SITU)

fl Rekomendasi kelayakan lingkungan dani
SKPD yang membidang uruan lingkungan
hidup

gl Surat Irin Usaha Perdagangan (SIUP)

h] Tanda Daftar Peruusahaan (TDP) apabila
pemohon adalah badan usaha

Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan

akan mempekerjakan masvarakat sekitar dalam

1II'm:ll:lu.-,ng,ll:Inl:lnlEli:l dan pengusahaan sarang burung
et;

Surat pernyataan kesanggupan untuk

melaksanakan kewsjban-kewajibannya

Gambar bangunan sarang burung walet

“t
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5. Peta/sketsa lokasi lingkungan sekitar bangunan
sarang walet

6. Rekomendasi Tim Badan Koordinasi Penatasn
Ruang Doacrah (BKFRD)

7. Rencana Teknis Pengelolaan dan Pembuangan

Limbah Sarang Buurung walet
- & Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur T l
Kabid
fl
]
Pemohon —* front Office — back Office
Pemohon
Keterangan :
1. Pemohon datang kebagian Fromt Office (Loket
Informasij, setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
2. Selanjuinya diakukanan analisa oleh Kepala Selosi
apaksh diperlukan peninjouan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, makas tim tcknis SKPD
akan melakukan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Repala Seksi yang membidangl untuk penerbitan
izin.
3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari  tim
teknis untuk penandatanganan izin [ non izin
4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.
5. Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.
6. Kepala Dhinaes menandatengi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku
- _ maksa dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.
4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja, 7 Jam 30 Menit
penyelesaian |
5. | Biayajterit |
6. Produk SURAT IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
pelayanan SARANG BURUNG WALET
7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2 Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dun /alan inlemel, Program Microsofl Olice
Zasilitas 3. Alat tulis kantor dan  Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan [ memahami administrast
Pelakuana pemerint=to=




2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sassran dan tepat
. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
mtermnet

-9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala

internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
Mmmglwm Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang sclanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masutkan tekmis. Hasil ecvaluasi |/ pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk

; | ditindlallanjuti. . |

11. | Jumlsh 3 (lima) orang
pelaksana —

12. | Jaminan = "Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasi”
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan

13, | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan rmuang rapat  dilengkapi

dengan camera CCTV

N |/ Tempat parkir yang luas dan aman_

14, | Evaluasi kinerja E\r-llutd kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapal internal

151- .}'I‘ll'--l-ll+1l'r+-|r e

44.BIDANG /SEKTOR USAHA PENDIDIKAN

( 1. Imn Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM).2. lzin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI)
Taman Kansk-kanak (TK}.3. lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal dan Informal (PAUDNI} Kelompok Bermain (KB). 4. lzin Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Satuan

Pendidikan Sejenis [SPS),

5. Hn Operasional Pendidikan Anak Usia [ini

Nonformal dan Informal [PAUDNI) Taman Penitipan Anak [TPA).

KOMPONEN

URAIAN

NO,
Dasar Hukum

% |

& Persvaratan “F
Pelayvanan

Perda. Kab. Ba No. 3 Tahun 2015 -rcnmnﬁ
Cara Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

a. Persyaratan administrative terdiri atas
. Fotocopy KTP | Pendiri) ,
Susunan pengurus dan rincian tugas '
Surat keterangan domisii |
Suratrckomendasi dan organisasi pendidikan non
formal l
Surat keterangan kepemilikan ata '
kuasapenggunasan tempat pembelajaran minimal
selama 3 (tiga) tahun
6. Dalam hal pendin adalah badan hukum, pendici
melampirkan surat penctapan badan hukum dari
kementrian di bidang Hukum.

e
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b Persyaratan Teknis terdiri atas :
i. Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur
keurikulam.

1. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan

3. Sarana dan Prasarana yang memadai baik jumlah
dan kualitasnya.

4. Pembiayaan yvang diuraikan dalam kemponen
biaya investasi, biaya personal (biaya yang harus
dikeluarkan oleh peserta didik)

5. Rencana sistem evaluasi dan sertifikasi

mekanisme, dan
progedur

Kepala DPMPTSP

i
1

| [

Pemohon —* front Office — back Office
Pemohon

Keterangan :

!. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
informasi), sectelah diperiksa kelengkapannya
dilaskukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKFD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
sclanjuntya memberikan rekomeoendest kepada
E-Ep.lll. Seksi yang membidangl untuk penerbitan

3. Frusa: pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTEF berdasarkan r:knuwmlum. dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izn

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memarsfl izin dan menyerahkan kepada

Dinas,

6. Kepals Dinas menandatangli berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Bulcu Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon,

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penyelesaian el
5. Biaya/tanf Rp. 0,-
6 Produk BIDANG [SEKTOR USAHA PENDIDIKAN
pelayanan 1. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

T




IPKEM),

d, Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal dan Informal (PAUDNI) Taman Kanak-kanak
(TK].

3. lzin Operasional Pendidikan Ansk Usia Dini
Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kelompok Bermain
(KB).

4. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal dan Informal (PAUDNI) Satuan Pendidikan
Sejenis (SPS).

3. lz@n Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal dan Informal (PAUDNI) Taman Penitipan
Anak [TPA].

T Sarana, 1. Formulir permohonan
Prasarang, 2. Perangkat komputer yang dﬂmgknpi jaringan
dan/atau internet, Program Microsoft Offi
fasilitas 3. Alat mlis kantor dan Lr.man.'irlip
8 | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2, Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesailcan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
) T - inteme: e e e i
-9, | Pengawasan | Pengawasan dilakukan secara benenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Hepala Bidang
smm:ngﬂwnsi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
10, | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang selanjutnya akan dibahas ﬁnlnm rapal tim
masulan teknis, Hasil evaluasi / perumbangan tim teknis |
disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  uniuk
ditin juti. |
11. | Jumlah S [lima) orang |
pelaksana |
12, | Jaminan « “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past”
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun |
13. | Jaminan - Produk wvang diterbitkan dijamin legal dan sah |
keamanan dan secara hukum
kesclamatan «  Dolumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan ruang rapat dilengkapi |
dengan camera CCTV
Tempat parkir yang luas dan aman
14, | Evaluasi kinerja Eﬂt}unukht:r:nd:lﬁmmkmpﬂmdikmhﬂm
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat intemal |

45.1ZIN PANTI ASUHAN

r

NO.

KOMPONEN

URAIAN




Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang
L. Kesejahteraan Sosial
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggarann Kesejahteraan Sosial
2. | Persyaratan Syarat [2in Pendirian Panti Asuhan sebagai berikut :
Pelayanan 1. Mengisi surat permohonan
4, Fotocopy NPWP lembaga/ yayasan
3. Fotocopy akta pendirian lembaga/yayasan
4. Fotocopy izin domisili lembaga/yayasan
5. Fotocopy hak atas kepemilikan tanah
6. Fotocopy IMB
7. Susunan kepengurusan lembaga/yayasan
8. Daftar anak asuh panti asuhan / LKSA
9. lzin operasional yang lama untuk perpanjangan
3. Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur T 1
Kabid
Tl
v
Pemohon —* front Office —» back Office
Pemohon
Reterangan :
1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
CiTice
2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperiukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya membenkan reckomendasi  kepada
Kepala Seksi vang membidangi untuk penerbitan
1Zn.,
3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izin
4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.
5. Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.
6. Kepala Dinas menandatangli berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
: maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.
4. | Jangka waktu 5 Hani Kerja 6 Jam 30 Memnit
; penyelesaian
5. Biaya /tarif Rp. O,-
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B. Produlk
pelayanan ?UE&T IZIN PANTI ASUHAN
7. | Sarana, 1. Fermulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer vang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsaft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan /substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
m tahapan kegiatan, tepal sasaran dan tepat
w
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
3. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
w Kepala Seksi dan Kepala Scksi mengawusi
10, | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindakianjuli.
11. |Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti”
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat vang aman
dengan camera CCTV
) Tempat parkir vang luas dan aman
14, | Evaluasi kinerja Eh’ﬂunﬁk:h:ﬂjndﬂahmakmp:ﬂmﬁkuuiphmin
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal
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IZIN USAHA PERJALANAN WISATA
( 1. BIRO PERJALANAN WISATA, 2. AGEN PERJALANAN WISATA)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum = Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parwisata

Nomor : PM. 85/HK.501 /MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata

2. Persyaratan Syarat-syaral [zin Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

Pelayanan a. Syaral administrasi sebagai berikut @

1} Foto Copy KTP yang masih berlaku

2] Foto copy lzin Tetap Usaha Partwisata vang masih
berlaku (permohonan perubahan)

3) Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan {untuk yang

diperavaratkan)

y -




4) Foto Copy lzin

5] Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali bagi
PETOTANEAN

6| Foto Copy NPWP dan NFWFD

7] Profil Perusahaan

B] Fhoto warna Direktur/Pimpinan Usaha ukuran 3
X 4 sehanyvak 2 lembar; dan

9| Surat Pernyataan tertulis dari pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar

b. Syarat teknis sebagai berikut :

1) Fhoto Copy Dokumen Lingkungan

2] Fhoto Copy lzin Usaha Anghutan khusus untuk
bidang usaha jasa Uransporiasi wisata.

Bistem,

mekanisme, dan

prosedur

Kepala DPMPTSP

I

Kabid

"
I

v
Pemohon =—* front Office —» back Office

I—. Pemohon
Keterangan :

|. Pemohon datang kebaginn Front Office [Loket
Informasi], setelah diperiksa ke]:e:nglupmnyn
dilakukan Entry Data, jika lengkap ber
permohonan  diteruskan untuk diproses di Bnnk
Office

2. Selanjutnva dilalukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjavan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan unmuk
selanjuntye membenkan rekomendasi
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
ixin,

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tm
teknis untuk penandatanganan izin / non ixHn

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaral isin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menycrahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

LE




4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penvelesaian
5. | Biaya/tarif Ep. O,-
f. Produle SURAT IZIN USAHA PERJALANAN WISATA
pelavanan BIRO PERJALANAN WISATA, 2. AGEN
PERJALANAN WISATA)
y i Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer vang dilengkapi jaringan
dan/atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
wakiu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
2. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
9. Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan kepala
internal mengawas] Kepala Seksi dan Kepala Seks! mengawasi
Staf
10. | Penanganan Pen dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi [ pertimbangan tim teknis
disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 5 (hma) orang
pelaksana
12, | Jaminan « “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti"
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
RANIUN
13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelavanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
s Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja Evmhmdm;adﬂnknmahnp:rmdikmbuhn
Pelaksana sccara berjenjang melalui rapat-rapat internal

15.

ll.al.lll.lal.aa.dl.ala.

irrrdFib bRl Sk riFred rEAAEF

IZIN USAHA JASA PENYEDIAAN AKOMODAST WISATA,

( 1. Hotel a. Hotel Bintang, a. Hotel Non Bintang 2. Bumi Prekemahan, 3.
Persinggahan Caravan, 4. Villa, 5. Pondok Wisata, 6. Akomodasi lain a.
Motel b. Akomodasi lain yang ditetapkan Bupat)

NO. |

KOMPONEN

|

URAIAN

1.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
K e

- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : PM. 86/HK.501 /MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendafiaran Usaha Penyediaan Akomodasi

a0




Wisata

Persyaratan
Pelayanan

Syarat-syarat [zin Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

a. Syarat administrasi sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku

2. Foto copy lzin Tetap Usaha Pariwisata yang

masih berlaku (permohonan perubahan)

3. Foto Copy lzin Mendinkan Bangunan [untuk
vang dipersyaratkan)
Foto Copy l1zin
Foto Copy Akta Pendinian Perusahaan kecuali
bag perorangan
Foto Copy NPWP dan NPWPD
Profil Perusahaan
Fhoto wama Direktur / Pimpinan Usaha ukuran
3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
Surat Pernyataan tertulis dar pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen vang
diserahkan sah dan benar
b. Syarat teknis sebagai berikut :

1. Fhoto Copy Dokumen Lingkungan
2. Fhoto Copy lzin Usaha Angkutan khusus untuk
bidang usaha jasa transportasi wisata.

© mNo ua

Sistem,
mekanisme, dan

Kepala DPMPTSP

I

Kabid

1l

Kasi

I

v

Pemohon —* front Office —e back Office

\——. Pemaohon
Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Fromt Office (Loket
Informasij, setelah dipenksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan diteruskan untuk diproses di Back
Dffice

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan pemnjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
K:plla Seksi vang membidang untuk penerbitan

E.Pmuapcmhumumnamumnmmd:mum

Seksi membual telaahan kepada Hepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dan nml
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teknis untuk penandatanganan izin / non izn

Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

I'[EF-I..D:[II.MI

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan

: menyerihkan dokumen kepada back office,

. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

o

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penyelesaian -
5. | Biava/tarif Rp. 0,-
6. Produk IZIN USAHA JASA PENYEDIAAN AKOMODASI
pelayvanan WISATA,
( 1. Hotel a. Hotel Bintang, a. Hotel Non Bintang
2. Bumi Prekemahan, 3. Persinggahan Caravan,
4. Villa, 5. Pondok Wisata, 6. Akomodasi lain a.
o Motel b, Akomodasi lain yang ditetapkan Bupati)
? Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Peranghkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan/atan internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
B. Kumpatenu 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyal Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
m tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
4. E.pﬂ berkomunikasi dengan baik, benar dan
car
3. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
9. Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepals
internal Eg&w&dlﬁtpﬂhﬂekndml{epﬂa&hlmmgiwm
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang sclanjuinya akan dibahas dalam rapat tim
masukan tekmis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke  Kepala  DPMPFTSP untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 5 (lima)} orang
pelaksana I
12, | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13, | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
Tempat parkir vang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja E\rnlum]mm:jadilnknmkanwﬂndikuhuphtdan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

15.
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IZIN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN
( 1. Restoran, 2. Rumah Makan, 3. Bar/Rumah Minum, 4, Kafe, 5. Pusat

Makanan,
6. Jasa Boga)

NOG. ROMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2009 tentang
u Laan
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : PM. 87 /HK.501 /MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan
Minuman

2. Persyaratan Svarat-syaral Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata :
Pelayanan a. Syarat administrasi sebagai berikut :
1. Foto Copy KTP yang masih berlaku
2. Foto copy lzin Tetap Usaha Pariwisata yang masih
berlaku (permohonan perubahan)
3. Foto Copy Izin Mendinkan Bangunan (untuk yang
dipersyaratkan)
4, Foto Copy lzin .
5. Folo Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali
bagi perorangan
fi. Foto Copy NPWP dan NPWPD
7. Profil Perusahaan
8. Fhoto warna Direktur/Pimpinan Usaha ukuran 3
x 4 sebanyak 2 lembar; dan
9, Surat Pernyataan tertulis dan pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
b. Syarat teknis sebagai berikut ;
1. Fhoto Copy Dokumen Lingkungan
2. Fhoto Copy lzin Usaha Anglutan khusus untuk
bidang usaha jasa transportasi wisata, |
|3 Sistem, Kepala DPMPTSP

F

Kabid

I

Kias

I

v

Pemohon —* front Office —e back Office
I—- Pemohon
Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office [Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
| dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas |

\
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6.

¥,

permohonan diteruskan untuk diproses di Back
Office

Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperiukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
sclanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
izin.

Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dan  tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izin
Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izn diserahkan kepada Pemohon.

4, Janghka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
E';"“‘-"":lm o

5. | Biaya/taril Rp. O,-

6. Produk IZIN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN
pelayvanan | 1. Restoran, 2. Rumah Makan, 3. Bar/Rumah

Minum, 4, Kale, 5. Pusat Makanan, 6. Jasa Boga)

7. Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2, Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Leman Arsip

8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepal sasaran dan tepat
waktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet el

9. | Pengawasan san dilakukan secars begenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi

Staf,

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang selanjutnya askan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi [ pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumiah 5 [lima) orang
pelaksana S

12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past"
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan

santun

13, | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruasng rapat dilenghkapi

dengan camera CCTV

- Tempat parkir yang luas dan aman
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14, | Evaluasi kineja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal
3. . TSR

BB R o e el e e B e e e B B R B w0 e b

IZIN USAHA JASA KAWASAN PARTWISATA

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan

Permturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : PM. 88/HK.501 /MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

Pelayanan

Syarat-syarat lzin Tanda Daftar Usaha Pariwisata :
a. Syarat administrasi sebagai berikut ;
. Foto Copy KTP yang masih berlaku
Foto copy Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih
berlaku (permohonan perubahan)
Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan {untuk yang
dipersyaratkan)
Foto Copy lmn
Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali

bag perorangan
Foto Copy NPWP dan NPWPD
Profil Perusahaan
Fhoto warna Direktur/Pimpinan Usaha ukuran 3
% 4 sebanyak 2 lembar; dan
Surat Pernvataan tertulis dari pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
h. Syarat teknis sebagai berikut :

1. Fhoto Copy Dokumen Lingkungan

2, Fhoto Copy Izin Usaha Angkutan khusus untuk

bidang usaha jasa transportasi wisata,

N wE @ N

WO
i

Sistem,
mekanisme, dan

Kepala DPMPTSP
I
Kabid
.

il

.

Pemohon —*  front Offce — back Office

by it

Keterangan :

y -




1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannva
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2, Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuniya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
izin.

3. Proses pembuatan izin atau non izn dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rckomendasi dan tm
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparafl kasi.

5. Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala [Dhinas menandatangs berkas dan
menyerahkan dolumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

e e e

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penvelesaian

5. | Baaya/tanf Rp. 0,-

5 ;’“l;’;::m IZIN USAHA JASA KAWASAN PARIWISATA

7. | Sarana, 1, Formulir permohonan _
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan fatau internet, Program Microsaft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi 1. Memilild kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2, Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, lepal sasaran dan tepat
wakiu

4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan janngan
internet

9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjerjang dan kepala
miernal mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi

Stal.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana B

12. | Jaminan - *“Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past”
pelayanan Didukung oleh petugas vang terampil, ramah dan

santun

13, | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat vang aman
pelayanan - RBuang pelayanan dan ruang rapat dilenghkapi |

-




- _Tempat parkir vang luas dan aman

dengan camera CCTV

14.

Evaluasi kinerja
Pelaksana

Evaluasi lnnm;in dilaksanakan pcnnﬁi!u:tmphﬂan
Secara melalui internal

15,

) FECERETPPI
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1ZIN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

( 1. Angkutan Jalan Wisata, 2. Angkutan Kereta Api Wisata, 3. Angkutan
Sungai dan Danau Wisata, 4, Angkutan Laut Domestic Wisata, 5.
Angkutan Laut h'ur.:ma.umnal Wisata)

= =

KO,

KOMPONEN

URAIAN

-
¥

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Panwisata
Nomaor : PM. 89/HK.501 /MKP /2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Jasa Transportasi

Persyaratan

Syaralt- aynrntinn'l‘mdnﬂnﬂnr Usaha Pariwisata :
a. Syarat administrasi berikut :
. Foto Copy KTP yang masih berlaku
Foto copy Izin Tetap Usaha Pariwisata yang
masih berlaku [permohonan perubahan)
Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan {untulk
yang dipersyaratkan)
Foto Izin
Fato Copy Akta Pendirian Perusahaan kecusli
bagi perorangan
Foto Copy NPWP dan NPWPD
Profil Perusahaan
Fhoto warna Direktur/Pimpinan Usaha ukuran
3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
Surat Pernyataan tertulis dari pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
b. Syarat teknis sebagai berikut :

1. Fhoto Copy Dokumen Lingkungan

2. Fhoto Copy Izin Usaha Angkutan khusus untuk

bidang usaha jasa transportasi wisata.

BNE s W N

w

3.

Sistem,
mekanisme, dan

Kepala DPMPTSP

I

Pemohonn —* front Office —» back Office




e Pemohon

Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office [Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya |
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi |

diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperfukan, maka tim tekmis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
ltnpal& Seksi yang membidangi untuk penerbitan

S.anpﬁmhua:anlﬁnlmnnunmd:hnma

Kepala Seksi membunt telashan kepada Eepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kas:.

5. Kahid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepn.da back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon,

4. Jangka waktu 5 Harl Kerja 6 Jam 30 Menit

| penvelesaian
| 5. Biaya / tarif Rp. O,-

6. Produk IZIN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

pelayanan ( 1. Angkutan Jalan Wisata, 2. Angkutan Kereta
Api Wisata, 3. Angkutan Sungai dan Danau
Wisata, 4, Angkutan Laut Domestic Wisata, 5.
Angkutan Laut Internasional Wisata)

7. Sarana, 4. Formulir permohonan
prasarana, 5. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 6. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi 6. Memiliki kemampuan / memahami administras:
Pelaksana pemerintahan

7. Memahami persyaratan/substansi perzinan

8. Mempunyai Komitmen tingg untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

9, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

10. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

Q. Pengawasan Pmpwnn.n dilakukan secara berjenjang dari kepuln
internal mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi

Stal.

10, | Penanganan Pengaduan dapat disampaiken ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yvang selanjutnya akan dibahas dalam rapatl lim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk
| ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 5 (lima) orang

-




12. | Jaminan - “*Cepat, Tcpat, Mudah, Transparan dan Pmﬂ'i
pelayanan Diduhmguhhpcmm:mmpﬂrmhmi
santun
13. | Jaminan - Produk vang diterbitkan dijamin legal dan sah |
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan . Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkap:
dengan camera CCTV
| - Tempat parkir vang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja Ewlunuikinmjadﬂnhanalmnpcﬂndﬁtuﬁnphm-an
' Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

b

1ZIN USAHA JASA DAYA TARIK WISATA
{ 1. Pengelolaan pemandian air panas alami 2. Pengelolaan CGoa 3.
Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keratin,
prasasti, petilasan dan bangunan kuno 4. Pengelolaan Museum 5.
Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat 6. Pengelolaan objek
Jjiarah)

N,

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
et
- Peraturan Menteri Ke dan Panwisata
Nomor : PM. 90/HK.501 /MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wsata

Pelavanan

Syarat-syarat lzin Tanda Daftar Usaha Pariwisata :
&, Syarat administrasi sebagai berikut :
1. Foto Copy KTP yang masih berlaku
2. Foto copy lzin Tetap Usaha Pariwisata yang
masih berlaku (permohonan perubahan)
Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan (untuk
yang dipersyaratkan)
Foto Copy lzn
Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali
bag perorangan
Foto Copy NPWP dan NPWPD
Profil Perusahaan
Fhoto warna Direkiur / Pimpinan Usaha ukuran
3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
Surat Pernvataan tertulis dari pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
b. Syarat teknis scbagai berikut :

1. Fhoto Copy Dekumen Lingkungan

2. Fhoto Copy lzin Usaha Angkutan khusus untuk

!:'dl

o Ny e

hidang usaha jasa transportasi wisata.

mekanisme, dan
prosedur

Kepala DPMPTSP

I

Kabid

¥




1.

6.

T:

|-——l- Pemahon

Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasil, setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
Umpumnhman diteruskan untuk diproses di Back
ce

Selanjutnya dilakukanan analisa nieh Kepala Seksi

diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak, Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rckomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan

imin.
P:mnpmhmmi;ﬁnmurmniﬁnm
Kepala Secksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin [ non iz@n
Berkas izin diverifikasi dan diparafl kasi.

Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
Penomoran dokumen izin pada Buku Register

maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penyelesaian
5. | Biaya/tarif Rp. O,- )
6. Produk IZIN USAHA JASA DAYA TARIK WISATA
pelayanan ( 1. Pengelolaan pemandian air panas alami 2.
Pengelolaan Goa 3. Pengelolaan peninggalan
sejarah dan purbakala berupa candi, keratin,
prasasti, petilasan dan bangunan kuno 4.
Pengelolaan Museum 5. Pengelolaan pemukiman
dan/atau lingkungan adat 6. Pengelolaan objek
jiarah)
7. Sarana, 1, Formulir permohonan
prasarana, | 2, Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. Kompetenst 1. Memiliki kemampuan | memahami administrasi
Pelaksana rintahan

2.
a.

&.

peme

Memaharmi persyaratan/substansi perizinan
Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan
sctiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
wakitu

Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan

o




5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
intermet

9. Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
mnternal mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasl

Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evalussi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPFTSP  untuk
ditindaklanjuti.

11. |Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana -

12, | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

saniun

13. | Jaminan - Produk vang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara huloum
kesslamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan . Ruang pelayanan dan rusng rapat dilengkapi

dengan camera CCTY
______ - _Tempat parkir yang luas dan aman -

14. | Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
| Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

5. | 9. % i 4 & TRy

Lapangan Futsal g. Gedung
Seni a. Sanggar Seni b, Gale

Bulu Tangkis h. Tempat Fitnes 2. Gelanggang
ri seni ¢. Gdung Pertunjukan Seni 3. Hiburan

Malam a. Kelab Malam b. Diskotik c. Pub 4. Panti Pijat 5 Taman
Rekreasi a. Taman Rekreasi b. Taman Bertema 6. Karaoke 7. Jasa

Impreasariat/ pro motor)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor : PM. 91 /HK.501 /MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi

2. | Persyaratan Syarat-svarat lzin Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

a Syarat administrasi sebagai berikut :
1. Foto Copy KTP yang masih berlaku
2. Foto copy lzin Tetap Usaha Pariwisata yang
masih berlaku [permohonan perubahan)
3. Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan (untuk
yang dipersyaratkan)
Foto Copy lzin
Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali
bagi perorangan
Foto Copy NPWP dan NPWPD
Profil Perusahasan
Fhoto warna Direltur/ Pimpinan Usaha ukuran
3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
Surat Pernvataan tertulis dari pengusaha yang

e mNe ma

% 1ol




menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
b. Syarat teknis sebagai berikut :
1. Fhoto Copy Dokumen Lingkungan
2. Fhoto Copy Izin Usaha Angkutan khusus untuk

bidang usaha jasa transportasi wisata.

mekanisme, dan
prosedur

Kepala DPMPTSP

v

Pemohon —* front Office —» back Office

I—. Pemohon
Keterangan :

|. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permochonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office
2, Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepaln Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak, Jika diperlukan, maka tim teknis SKFPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
Kepala Scksi yang membidangi untuk penerbitan
uin.
3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Seksi membuat telaahan kepada Kepala

teknis untuk penandatanganan izin [ non izin
4. Berkas izin diverifikasi dan diparafl kasi.
5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada

6. Kepala inas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register

Jangla walktu
penyelesaian

5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit

Biava/tarif

RP-I ﬂi-

Produk
pelavanan

IZIN USAHA JASA PENYELENGGARAAN HIBURAN
DAN REKREASI

( 1. Gelanggang Olah Raga a. Lapangan Golf b.
Rumah Billyard ¢. Gelanggang Renang d.
Lapangan Tenis ¢, Gelanggang Bowling f.
Lapangan Futsal g Gedung Bulu Tangkis h. |

%




Tempat Fitnes 2. Gelanggang Seni a. Sanggar Seni
b. Galeri seni ¢. Gdung Pertunjukan Seni 3.
Hiburan Malam a. Kelab Malam b. Diskotik ¢. Pub
4. Panti Pijat 5. Taman Rekreasi a. Taman
Rekreasi b. Taman Bertema 6. Karacke 7. Jasa
Impreasariat/ pro motor)

: Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan/atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan | memahami administrasi
Pelaksana pemenintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, lepal sasaran dan tepat
waktu

4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan janngan
internet _

2. Pengawasan Fmgnmmdﬂnkuhnmmhujmjmmdaﬁk:puh
internal mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi

Staf,

10, | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan mmaﬂmﬂumﬁm:ﬁhﬁhﬂdﬂmuﬂtﬁm
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 5 (lima) orang

. pelaksana
| 12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudsh, Transparan dan Past®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun

13. | Jaminan -mwmmmmmlmlmm
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada [empal yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
N - Tempat parkir yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanskan periodik setiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

IZIN USAHA JASA PRAMUWISATA

RO. KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukuam - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan
Nomor : PM. 92 /HK.501 /MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata

2. | Persyaratan Syarat-syarat lzin Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

Pelayanan a. Syarat administrasi sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku
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Foto copy lzin Tetap Usaha Pariwisata yang
masih berlaku (permohonan perubahan)
Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan juntuk
yang dipersyaratkan)
Foto Copy lain
Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali
bagl perorangan
Foto Copy NPWP dan NPWFPD
Profil Perusahaan
Fhoto warna Direktur / Pimpinan Usaha ukuran
3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
Surat Pernyataan tertulis dar pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
b. Syarat teknis sebagai berikut :

1. Fhoto Copy Dokumen Lingkungan

2. Fhoto Copy Izin Usaha Angkutan khusus untuk
bidang usaha jasa transportasi wisata.

*

L]

B ENE mE W W

Sistem, Kepala DPMPTSP
mekanisme, dan &
¥
Kabid
&
¥
Kasi
¥

v

Pemohon —* front Office —» back Office

S

1. Pemohon datang kebagian Fromt Office |Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Daia, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim tekmis SKPD

izin.

3. Proses pembuatan izin atau non ixin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMFTSP berdasarkan rekomendasi dan tm
telenis untuk penandatanganan izin / non izin

4, Berkas izin diverifikasi dan diparal kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6 Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office,




| 7. Penomoran dokumen izin Buku Register

maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penvelesaian

5. | Biaya/tarif Rp. O,-

6. Produk
Sl Avatam IZIN USAHA JASA PRAMUWISATA

7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana. 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
lashitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tingg untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepal sasaran dan tepat
walktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

9. Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mgnwadﬂtpahﬂ:hidmﬂ:pﬂhﬂekﬁmmﬂ

Staf.

10. | Penanganan anadumd:pmdiumpaﬁkmkeluhﬂpmpdum
pengaduan, baik sccara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yvang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMFTSP untuk
i juti.

11. | Jumlah 5 (ltmaj} orang
prlaksana —

12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasd”
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

santun

13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pada tempal yang aman
pelayanan -Rumgpelqranmdmﬂmgmpmdﬂmglmpi

dengan camera CCTV
- T ir yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja Eﬂlunil:h}ujudﬂakmnk!npuiudﬂuﬁnpbuhn

Pelaksana secari benenj melalui rapat-rapat internal

15.

IZIN USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,

KONFRENSI DAN PAMERAN
NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepanwisataan
- Peraturan Menten Ke dan Pariwisata

Nomor : PM. 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan
Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan
Pameran.
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Persyaratan
Pelayanan

a. Syarat administrasi scbagai berikut :

SjaratﬁjrmtlﬁnTun&nﬁaﬁarUmhlhiwm:

Foto Copy KTP yang masih berlaku
. Foto copy lzin Tetap Usaha Pariwisata yang
masih berlaku (permohonan perubahan)
Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan (untulk
yang dipersyaratkan)
Foto Copy lzin
Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali
bagl perorangan
Foto Copy NPWF dan NFWPD |
Profil Perusahaan
Fhoto warna Direktur/Pimpinan Usaha ukuran
3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
Surat Pernyataan tertulis dari pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
b. Syarat teknis sebagail berikut

1. Fhoto Copy Dokumen Lingkungan

2. Fhoto Copy lzin Usaha Angkutan khusus untuk
bidang usaha jasa transportasi wisata.

W W

0 WS s

Sistem,
mekanisme, dan

Kepala DPMPTSP

I

Kabid

1

Kasi

1

¢

Pemohon —* front Office — back Office
|.—. Pemohaon
Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi], setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas

7. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan

EI.
1Frnuap=th#miﬁnmuumiﬁndhnma
Sﬂmimnm‘m.mtl:luhmhpnﬂnif:pala

Kepala
DPMPTSP  berdasarkan rekomendasi dari tim

-




teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas

6. Kepala Dinas menandatang

7 Penomoran dokumen izin pada Buku Register

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penyelesaian

5. Biaya,/tarif Rp. O,- |

6. Produk IZIN USAHA JASA PENYELENGOARAAN |
pelayanan PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFRENSI

DAN PAMERAN

7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan/atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Leman

B. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrast
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan /substansi perizinan

3, Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepal
wakiu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengpperasikan komputer dan jaringan
intermet

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
mternal mﬂimfg:wnd Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi

Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana

12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

santun |

13. | Jaminan -Pm&ukjmngditﬂﬁﬂmndﬁnminhpldmuh
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelavanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

camera
- _Tem ir yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal
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[ZIN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA

NO,

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hulkum

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomaor : PM. 94 /HK.501 /MEKF/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Persyaratan

Pelayanan

a. Svarat administrasi sehagai berikut

metmmmumpmm:
1. Foto Copy KTP yang masih berlaku
2. Foto copy lzin Tetap Usaha Pariwisata yang
masih berlaku (permohonan perubahan)
Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan (untuk
yang dipersyaratkan)
Foto Copy Izan
Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali
bagi perorangan
Fote Copy NPWP dan NFWFPD
Profil Perusahaan
Fhoto warna Direktur/Pimpinan Usaha ukuran
3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
Surat Pernyataan tertulis dari pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
b. Syarat teknis sebagai berikut :

1. Fhoto Copy Dokumen Lingkungan

2. Fhoto Copy lzin Usaha Angkutan khusus untuk

bidang usaha jasa i wisata.

w

R pMp e

mekanisme, dan

Kepala DPMPTSP

[

-

Pemohon —* front Office —»
u_. Pemohon
Keterangan :

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

back Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
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apakah diperlukan pennjauan lapangan ata |
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada |
Kepala Selsi yang membidang untuk penerbitan |
izin,

3. Proses pembuatan izn atau non izn dimana
Kepala Scksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin [ non izin

4, Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

= Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokamen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4. | Jangka wakiu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit

yelesaian

5, Biaya/tarnif Rp. O,-

6. | Produk IZIN USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA
pelayanan

7 Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jarnngan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2, Memahami persvaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesatkan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi

Staf,

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim tcknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 5 {lima) orang
pelaksana :

12, | Jaminan - *“Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Past®
pelayanan ] Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

santiin

13. | Jaminan - Produk vang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayvanan . Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
- Tempat parkir yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat _internal

15.

-
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IZIN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hulam

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan |

- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Panwisata
Nomor : PM, 95/HK.501,/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata

2. | Persyaratan

Pelayanan

. Syarat administrasi sebagai benikut :

Syarat-syarat lzin Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

1. Foto Copy KTP yang masth berlaku
2. Foto copy lzin Tetap Usaha Pariwisata yang
masih berlaku (permohonan perubahan)
Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan (untuk
yang dipersyaratkan)
Foto Copy Lxin
Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali
bagi perorangan
Foto Copy NFWF dan NPWFD
Profil Perusahaan
Fhoto warma Direktur/Pimpinan Usaha ukuran
3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
Surat Pernvataan tertulis dari pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
b, Syarat teknis sebagai berikut :

1. Fhoto Copy Dokumen Lingkungan

2. Fhaoto Copy lzin Usaha Anghutan khusus untuk

bidang usaha jasa transportasi wisata.

o @G wE W

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Kepala DPMPTSP
.

Kabid
'

[

Pemohon —* front Office —# back Office
l——'. Hm-‘:'hm
Keterangan :

1. Pemochon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan diteruskan untuk diproses di Back

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi |

.




apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan uniuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Selsi yang membidang untuk penerbitan
LEINL.

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non i#dn

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

s Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

& Kepala Dinas menandatangani berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

% Penomoran dokumen izin pada Buku Register

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
™ penyelesaian
5. | Biaya/tarif Rp. O0,-
' 6. | Produk IZIN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA
ptlayanan
7. | Sarana, 4, Formulir permohonan
Prasarans, 5. Perangkat komputer yang dilenghkapi jaringan
dal?,fatau internet, Program Microsoft Office
{asilitas 6. Alat tulis kantor dan Lemari Arsi
B. Kompetensi 6. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
7. Memalami persyaratan /substansi perizinan
8. Mempunyai Komitmen tinggl untuk menyelesaikan
uﬁnpammhupun kegiatan, tepat sasaran dan tepat
Lt
9. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
10.Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
9. Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan kepala
internal ﬂﬂ!ﬁﬁﬂtﬂiﬂﬁ:ﬁﬂﬂﬁ:ﬁﬂlﬂﬂkﬂmmmﬂﬂd
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tm
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DFMFTSP untuk
ditindaklanjuti,
11. | Jumiah 5 (lima) orang
12, | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
- Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

| 15.
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IZIN USAHA JASA TIRTA

[ 1. Wisata Bahari sub jenis : a. Wisata Selam b, Wisata Perahu Layar c.
Wisata Memancing d. Wisata Selancar e. Dermaga Bahari 2. Wisala
Sungai, Danau, Waduk Sub Jenis : a. Wisata Arum jeram b. Wisata

Dayung |

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : PM. 96/HK.501 /MKP/2010 tentang
Tata Cara Pendaftaran lzin Usaha Jasa Tirta

2. | Persyaratan Syarat-syarat Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pelayanan a. Syarat administrasi scbagai berikut :

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku

Foto copy lzin Tetap Usaha Pariwisata yang
masih berlaku {permohonan perubahan)

Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan funtuk
vang dipersyaratkan)

Foto Copy [zin

Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali

bagi perorangan
Foto Copy NPWP dan NFWPD
Profil Perusahaan
Fhoto warna Direktur/ Pimpinan Usaha ukuran
3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
Surat Pernvataan tertulis dari pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
b. Syarat teknis sebagai berikut :
1. Fhoto Copy Dokumen Lingkungan
2. Fhoto Copy lzin Usaha Angkutan khusus untuk
bidang usaha jasa tran 1 wisala.
F Bistem, Kepala DPMPTSP

© @AE wE W B

prosedur

Kabid

[

Kasi

1

Pemohon —*  front Office — back Office

I —

Keterangan :

112
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1. Pemohon datang kebagian Front Office [Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilalkukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa cleh Kepala Seksi

diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak .Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
iEn.

3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
tekniummkpmm:hungmmiﬁnfnmiﬁn

4, Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada

kepala Dinas.,

6. Kepala Dinas menandatangani berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Regster
maka dokumen izin diserahkan a Pemohon

4. Jangia waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penvelesaian

5. | Biaya/taril Rp. 0,-

6. |Produk 1ZIN USAHA JASA TIRTA DENGAN JENIS USAHA
pelayanan ( 1. Wisata Bahari sub jenis : a. Wisata Selam b.

Wisata Perahu Layar c. Wisata Memancing d.
Wisata Selancar e, Dermaga Bahari 2. Wisata
Sungai, Danau, Waduk Sub Jenis : a. Wisata
Arum jeram b. Wisata Dayung )

7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat kamputer yang dilenghkapi jaringan
dm,._fntuu internet, Program Microsoft Office
fasilitus 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perimnan

3. Mempunyai Komitmen tingg untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

9. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Scksi dan Kepala Seksi mengawasi

Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tum
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk
ditingd juti.

11, | Jumlah 5 (lima) orang

12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti’
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan

Baniun

“i
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13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat di
d:ugu-;mmﬂcl"u'
Tempat parkir yang luas dan aman
14, | Evaluasi kinerja E“valu.nm kinerja dilaksanakan periodik sctiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

15.

FE—————————— T T S T T TR T TR R TR ST e st s b Rt

IZIN USAHA JASA SPA

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Keparmwisataan

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : PM. 97 /HK.501 /MKP/2010 tentang
Tata Cara Pendafltaran lzin Usaha Jasa SPA

Pelayvanan

Syarat-syarat lzin Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

a. Syarat administrasi sebagai berkut

Fota Copy KTP yang masih berlaku

Foto copy lzin Tetap Usaha Pariwisata yang
masih berlaku {permohonan perubahan)

. Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan {untuk

vang dipersyaratkan)

b =
e

3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan
. Surat Pernvataan tertulis dari pengusaha yang
menjamin bahwa data dan dokumen yang
diserahkan sah dan benar
b, Syarat teknis sebagai berikut :
1. Fhoto Copy Dokumen Linghkungan
2 thmcumrinu Uaahnﬁngkutmkhumumuk

ﬁ mﬂ% m*m
$183
:
£
H :

3

mekanisme, dan
prosedur

—
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Pemohon —* front Office — back Office

I—; Pemohon |

|. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelsh diperiksa kelengkapannya
dilakuksn Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
diperlukan peninjauan lapangan atau

tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanfuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan

Keterangan @

tzin.
3. Proses pembuatan izin atsu non i@n dimana
Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin [ non ixin
5. Kabid memarafl izgin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.
6. Kepala Dinas menandatangani berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
‘maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.
4, |.Jangka wakt 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
an

5. | Baaya/taril Rp. 0,-

6. Produk
pelayanan IZIN USAHA JASA SPA

7. Sarana, 1. Formulir permohonan

2. Peranghkat komputer vang dilengkapi jaringan
dan | atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan /substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
wakiu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
. internet

9. | Pengawasan Penganwnsan dilakukan secara berjenjang dari kepala |

intermal mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi |
Stal,

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tim
masukan tebnis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
titindaklanjuti.

11. | Jumiah 5 (lima) crang
prlaksana




12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk vang diterbitkan djamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
| keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat di
dengan camera CCTV
-_Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja valunsi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

I1ZIN USAHA JASA TITIPAN / 1ZIN PENYELENGGARAAN POS

[ NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Dasar Hukum :

Perda Kab. Balangan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Jasa Pos dan
Telekomonikasi

Persyaratan

Syarat lzin Usaha Jasa Titipan sebagai berikut :
1. Berbadan Hukum dan usahanya bergerak dibidang

Memiliki Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun
vang berisi :

Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan
direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau

w BwR

pengawas

Aspek teknis
Aspek bisnis; dan
Aspek kcuangan

Memiliki Surat Keterangan Domisili (lzin SITU)

ol el

Sistemn,
meckanisme, dan
prosedur

Kepala DPMPTSP

1l
¥

| Tl

Pemohon —* front Office —» back Office

I -—

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasil, setelah diperiksa  kelengkapanmnya |

Keterangan :

116

!




T

meﬂmdmmrw_-j
5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit

dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Oifice
Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKFPD
akan melakukan pemeriksaan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
an.
Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin [/ non izin
Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

kepala Dinas.

Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
Penomoran dokumen izin pada Buku Register

4, Jangka waktu
penvelesaian
5. | Biaya, taril Rp. 0,-
6, Produk SURAT IZIN USAHA JASA TITIPAN [/ IZIN
pelayanan PENYELENGGARAAN POS
7. Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2 Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
a. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administras:
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu
4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jarngan
_ internet )
| -9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mﬁpumﬁ Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
S5t
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yvang selanjutnya aksn dibahas dalam rapat tum
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jamunan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13. | Jaminan - Produk vang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan_ secara hukum

e

o




- Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
- Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTVY
- Tempat parkir yang luas dan aman
14, | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat_internal

IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI / IZIN MENARA

TELEKOMUNIEASI
NO.| KOMPONEN URAIAN
Dasar Hukum Dasar Hukum :
1. Perda Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Jasa Pos dan
Telekomonikasi
2. Persyaratan 1. Permohonan tertulus kepada Bupati Balangan
Pelayanan melalui Kepala DPMPTSP
2, Fotocopy KTP
3. Foocopy Akta .....
4. Rekomendasi Teknis BKPRD terkait kesesuaian
lahan /ruang y o
5. Rekomendasi Dians Kominfo terkait lzin Menara
6. lzin Prinsip dann DPMPTSF
7. lzin Mendiikan Bangunan (IMB}
< 8 Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
i !
Kabid
B!
Kasi
B
v

Pemohon —* front Office —» back Office

— Lo

|. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya

dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnyva dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak Jika diperlukan, maka tim tekms SKPD
akan melakukan pemerikssan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepads
Kepala Seksi yang membidangl untuk penerbitan

T




3. Proses pembuatan izin atau non izn dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dar tim
teknis untuk penandatanganan izin / non izin

4. Berkas ixin diverifikas: dan diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register

maka dokumen izin diserahkan Pemohon.

4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penyelesaian —~1

5. | Biaya/tanf Rp. 0,-

b. Produk SURAT IZIN PENYELENGGARAA JARINGAN
pelayanan TELEKOMUNIKASI f 1ZIN MENARA

TELEKOMUNIKASI

T Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan | atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

B. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan | memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dar kepala
internal mengawasi Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Sclosi MENgaWasl
Staf,

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tun
masukan teknis. Hasil evaluasi |/ pertimbangan tm teknis

disarmpailkan ke Kepala DPMPTSP  untuk

11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana

12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti
pelayanan Du.u;lulmng'm oleh petugas vang terampil, ramah dan

san

13. | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
kesclamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat  dilengkapi

dengan camera CCTV
L -_Tempat parkir yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

13.
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[ZIN USAHA PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

( 1. Izin usaha jasa warnet 2. lIzin usaha jaringan internet hotspot 3. Izin
usaha jasa internetservice provider dan voice over internet protocol (VOIF)
4. lzin usaha jasa multimedia 5. lzin usaha jasa perdagangan
lat/perangkat telekomunikasi 6. lzin usaha daring (game online) lzin usaha
layanan operator telekomunikasi

NO. KOMPONEN URAIAN
Dasar Hukum Dasar Hukum :
L. Perda Kab. Balangan Nomor 11 Tahun 2016
c:mung?:nrelmmn-]m?mdan
Telekomonikasi
2. | Persyaratan 1. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kominfo
Pelayanan 2. lzin Usaha Perdagangan
a. Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
o t
Kabid
il
B
Pemohon —* front Office —» back Office
Pemaohon
KReterangan :
|. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi], sctclah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office
2. Bﬂm:jutnyndﬂahtknnsnmﬁmnhhﬁcpmsckd
apaksh diperlukan peninjauan lapangsn atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKFD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
izin.
3, Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dan tm
teknis untuk penandatanganan izin / non imn
4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.
5 Kabid memaraf izin dan menycrahkan kepada
kepala Dinas.
6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyverahkan dokumen da back office
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon,
(4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
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penyelesaian
5. Biaya,/ tarif Rp. O,-
6. | Produk SURAT 1ZIN USAHA PENYELENGGARAAN JASA
| AR TELEKOMUNIKASI
( 1. lzin usaha jasa warnet 2. lzin usaha jaringan
internet hotspot 3. lzin usaha jasa internetservice
provider dan voice over internet protocol (VOIP) 4.
lzin usaha jasa multimedia 5. lzin usaha jasa
perdagangan lat/perangkat telekomunikasi 6. lzin
usaha daring (game online) lzin usaha layanan
operator telekomunikasi.
7. Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan/atau internet, Program Microsolt Office
fasilitas 1. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
8. Kompetens: 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memsahami persyaratan,/substansi perizinan
3., Mempunyai Komitmen Hngg untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepal SASaran dan tepat
waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet
-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi MEngAWAS] |
Staf. .
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan |
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atay media |
saran, dan maﬂymgnﬂuﬂumylnkmdihmaudnhmmpmﬁm
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DFMPTSP untuk
ditindaklanjuti.
11. |Jumlah 5 (lima) orang
. pelaksana "
12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan don Pasti
pelayanan Didukurng oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
13, |.Jaminan . Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukuam
keselamatan - Dakumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan . Ruang pelayanan dan roang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
- Tempat parkir yang luas dan aman
1a. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal
| 15. *}-a-a 4 B e B L W S Rk e R T R T EE LR LR LR LR L LR b

¢




IZIN USAHA PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
( 1. Izin penyelenggaraan instalator kabel rumah/gedung IKR/IKG )

NO. KOMPONEN LURAIAN
Dasar Hukum Dasar Hukum :
L. Perda Kab. Balangan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Jasa Pos dan
Telekomonikasi
2. | Persyaratan 1. Permohonan secara tertulis kepada dinas
Pelayanan 2. Copy akte pendirian perusahaan
3. Copy NFWP
4. Surat pernyataan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang instalator
- 5. lzin berlaku 2 (dua) tahun dan dapat perpanjang
3. Sistem,
mekanisme, dan Kepala DPMPTSP
prosedur T l
Kabid
]
B
Pemohon —* front Office —» back Office
Pemohon
Keterangan :
1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelenghapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office
2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seks:
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak Jika diperlukan, maka tim teknis SKFD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
LEIT.
3. Proses pembuatan izin atau non izn dimana
Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non i#n
4. Berkas izin diverifikasi dan diparal kasi.
5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.
6 Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.
4. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menat
penyelesaian

y "




5. | Biava/taril | Rp.0,-

6. | Produk IZIN USAHA PENYELENGGARAAN JASA
pelayanan TELEKOMUNIKASI

(1. lzin penyelenggaraan instalator kabel
rumah /gedung IKR/IKG )

T Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilenghkapi jaringan
dan /atan internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Leman Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi

i Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi periznan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
sctiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
wakiu

4, Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

8. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjerjang dan kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Scksi mengawas
Staf.

10. | Penanganan wmmdmmwmnmutmm
pengaduan, baik secarn lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa yang sclanjutnya akan dibahas dalam rapat tm
masukan teknis. Hasil evaluasi | pertimbangan tim teknis

disampaikan ke Kepala DPMPTSP untuk
ditindaklanjutl.

11. | Jumlah 5 (lima) orang
_pelaksana

12. | Jaminan - “Ccpat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung olch petugas yang terampil, ramah dan

santun

| 13. [ Jaminan ~ Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempal yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilenghkapi

dengan camera CCTV
- T t i luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana SECATA enjang melalui rapat-rapat_internal

IZIN USAHA PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
{ 1. 1zin penyiaran televisi berlangganan 2. Izin penyiaran radio dan televisi
swasta

NO.

KOMPONEN

LRAIAN

1.

Dasar Hukum

Dasar Hukum :
Perda Kab. Balangan Nomor 11 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Jasa Pos dan
Telekomonikasi

T




Persyaratan
Pelayanan

9, lzin Lokasi Studio dan/atau station pemancar
siaran

3. Surat lzin Usaha Perdagangan, dan/atau

4, Tanda Daftar Perusahaan

Sistem,

prosedur

Kepala DPMPTSP

i

|

fl
Pemohon —% ﬁmtﬂﬂiﬂe—bhckﬂﬂim

|—o Pemohon
Keterangan :

].anhmdntmgknhnﬂan?rmtﬂﬂ'mﬂ.nhm
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas |
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Ednnjumjndﬂnkukmnnnmﬁuuhhﬂmﬂns:kﬂ
a diperlukan peninjauan lapangan atau
tidalk. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan
izin

3, Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telazhan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dan tm
teknis untuk penandatanganan izin | non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi,

5 Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6 Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register

Jangka waktu
penvelesaian

5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit

Biaya/ tarif

Rp. 0,-

Produk
pelayanan

ZIN USAHA PENYELENGGARAAN JASA
TELEKOMUNIKASI
(1. lzin penyiaran televisi berlangganan 2. lzin
lp:njriarnn radio dan televisi swasta)
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7. | Sarana, 1. Formulir permohonan
| prasarana, 2 Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
faslitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip

8. | Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyaratan/substansi perizinan

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringsn
internet )

-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Secksi mengawas
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan mmymguhnﬁxmylmmhhmdﬂmmpﬂﬁm
masulkan r:hﬁll-[&ﬂ:ﬂmtﬂumi,fpnrﬁmhaa&mHmIEMiu

disampaikan ke  Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.

11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana

12. | Jaminan - “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayanan Didukung olch petugas yang terampil, ramah dan

santun

13,|Jami:mn -Prndu.l:yangditerbiﬂcmdﬁminl:gn’.dmﬂh
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang peclayanan dan ruang rapat dilengkapi

dengan camera CCTV
- _Tempat parkir yang luas dan aman

14. | Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat intemal

1ZIN USAHA PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI]
{ 1. lzin penyiaran televisi dan radio komunitas)

NO. KOMPONEN URAIAN
| Dasar Hukum Dasar Hukum :
1. Perda Kab. Balangan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Jasa Pos dan
_ Telekomonikasi
2. | Persyaralan 1. Rekomendasi kelengkapan administrasi dan data
Pelayanan Teknis dari Dinas Kominfo
2. lzin Lokasi Studio dan/atau station pemancar
siaran
3. | Sistem, Kepala DPMPTSP
mekaniame, dan T l
| prosedur
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Kabid
Tl
P
Pemohon —* front Office —» back Office

l__p Pemohon

8 Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan diteruskan untuk diproses di Back
Office

9. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi

diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak, Jika diperlukan, maka tim teknis SKFPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
Kepala Scksi yang membidang untuk penerbitan
izin

10, Proses pembuatan izn atau non izin dimana
Seksi membuat telaahan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim
teknis untuk penandatanganan izin / non ixin
11. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.
12. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada

kepala Dinas.

13, Kepala Dinas menandatangl berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

14, Penomoran dokumen izin pada Buku Regster
maka dolkumen izin diserahkan kepada Femohon.

Keterangan :

Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penvelesaian
m;mﬁf EFL Di-
Produk IZIN USAHA PENYELENGGARAAN JASA
i TELEKOMUNIKASI

(1. Izin penyiaran televisi dan radio komunitas)
Sarana., 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkap jarnngan
dan fatau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami adminisiras:
Pelaksana pemerintahan

Memahami persyaralan/substansi perizinan

Mempunyai Komitmen tingg unfuk menyelesaikan

“m:ctiﬂp tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepal

. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan

internet il

Lo b
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-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
é;ﬂf-mglwm Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon /fax, e-mail, atau media
saran, dan mm;ulmﬁutnyndmudihnhndﬂmnpntﬁm
masukan teknis, Hasil evaluasi /| pertimbangan tim tekmis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
| ditindaklanjuti.
' 11. | Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
12. | Jaminan - * t, T _ Mudah, Transparan dan Pasti®
pelayunan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
santun
12, | Jaminan - Produk vang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
kesclamatan . Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan *Rﬂﬂﬂﬂpﬂlﬂ}ﬁﬂﬂﬂﬁ&ﬂfﬂﬂﬂ!“lﬂﬂﬂ.ﬂkﬂp&
dengan camera CCTV
5 ir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjerjang melalui rapat-rapat_internal
1ZIN USAHA PERUMAHAN
RO. KOMPONEN URAIAN
Dasar Hukum Perda Kab. Balangan Nomor 25 Tahun 2013
L. tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
2. | Persyaratan Syarat [zin Usaha Perumahan sebagai berikut :
Pelayanan 1. Rekomendasi dari BKPRD
2. lzin Prinsip
3, lzin Lokasi, untuk pembangunan perumahan
dengan luas kawasan minimal 10.000 m32
4. lmn Penggunaan Pemanfaatan Tanah
5. lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. lzin Lingkungan dari Instansi yang berwenang
3. Sistem,
mekanisme, dan
prosedur Kepala DPMPTSP

ke
¥

Kasi
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Pemohon —* front Office —# back Office

L+ Pemoben

1. thmdmakehngimimeﬂmmﬁLukﬂ
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2 Selanjutnya dilakukanan analisa olch Kepala Seksi
apakah diperiukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKFPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi kepada |
Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan !
i

3. Proses pembuatan izin atau non izin  dimana

Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala

DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim

teknis untuk penandatanganan izin | non izin

Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada

kepala Dinas.

6. Kepala Dinas menandatangi berkas dan
menyerahkan dokumen kepada back office,

*  Pepomoran dokumen izin pada Buku Register
maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

Keterangan ;

oo

4, |Jangka wn]m:.

5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit

yelesalan
5. | Biaya/taril Rp. 0,-
95 | Teunna SURAT IZIN USAHA PERUMAHAN
T Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jaringan
dan fatau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip
a8 Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan (substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
:eﬂnpmu tahapan kegialan, tepal sasaran dan tepat
w
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
intemet
-0 Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
w Kepala Seksi dan Kepala Sekst mengawasi
10. | Penanganan Fengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
Innmn.dm mmym:uhnjumynﬂmdibuhudﬂmrnpnlﬁm
masukan teknis, Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke Kepala DPMPTSP  untuk
ditindaklanjuti.
11. |Jumlah 5 (lima) orang
pelaksana
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12. | Jaminan - *Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti’
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
sANIUn
13. | Jaminan - Produk vang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hulum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelavanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat dilengkapi
dengan camera CCTV
- Tempat parfar yang huas dan aman
14, | Evaluasi kinerja | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana sccara berjenjang melalui rapat-rapat internal |
1O L TIe— e e Ll e

IZIN USAHA JASA KONSULTANS! KONTRUKSI

NOD.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hulkum

Perda Kab. Balangan Nomor 25 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Persyaratan
Pelayanan

Kawasan Permukiman

Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;

Fotocopy SITU dari DPMPTSP,

Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja;

Fotocopy Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi Kal-
Sel;

e [omkpp

Pembekuan dan/atau Pencabutan [zin dan
Bersedia Untuk Diperiksa dan Diteliti Kembali
Kelengkapan / Persyaratan Adminitrasi dan Lainnya;
10. Pas Photo Ukuran 4x6 Warna sebanyak 2 Lembar;
11.Rekomendasi dani Dinas PU;
12.SIUJK Asli (untuk perpanjangan).

Kepala DPMPTSP

it
!
; R

Pemohen —* front Office — back Office 4]




l- Pemohon

1. Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas
permohonan  diteruskan untuk diproses di Back
Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjausn lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntya memberikan rekomendasi  kepada
Kepala Scksi yang membidangi untuk penerbitan

4. Proses pembuatan izin atau non izin dimana
Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari tim

Keterangan :

5. Kabid memaral izin dan menyerahkan kepada
kepala Dinas.

6 Kepala Dinas menandatangi berkas  dan
menyerahkan dokumen kepada back office.

7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register

mkﬂuku__@_mwﬂﬂlmgum

3. | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menit
penyelesaian
5. | Binya/tanf Rp. 0,-
6. | Produk SURAT IZIN USAHA JASA KONSULTANSI
pelayanan KONTRUKSI
T. Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2 Perangkat komputer vang dilengkapi jaringan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip _
8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan / memahami adminisirasi
Pelaksana pemerintahan
2. Memahami persyaratan/substansi perizinan
3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
waktu
4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar
5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
intermet
-9, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala
nternal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang
mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi mengawasi
| 10. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon,/fax, e-mail, atau media
saran, masa vang selanjutnya akan dibahas dalam rapat um
masukan teknis. Hasil evaluasi / pertimbangan tim teknis
disampaikan ke  Kepala DPMPTSF  untuk
ditindaklanjuti.
11. | Jumlah 5 (lima) orang
| pelaksana .
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-

Jaminan

pelayanan

= |

- “Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti” |
Didukung olch petugas yang terampil, ramah dan
santun

13.

i Jaminan
keamanan dan
kesslamatan

pelayanan

*Hﬂukmﬂmﬂkﬂdﬁmﬂ]hgﬂiﬂﬂnﬂl.
secara hukum

. Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman

. Ruang pelayanan dan ruang rapat
dengan camera

- Tempat ' luas dan aman

14.

Evaluasi kinerja
Pelaksana

Evaluas: kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan

15.

I ——————— T L R

IZIN LOKASI

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Perda Kab. Balangan Nomor 5 Tahun 2014
tentang lzin Lokasi

Pelavanan

Syarat lzin Lokasi sebagai berikut :
1. Persyaratan Administrasi

perusahaan); o

3. Tanda Daftar Perusahaan,/Akta Pendirian
Perusshaan;

4. NPWP ‘

5. lzin Prinsip dari DPMPTSP bag yang
menggunakan fasilitas PMDN dan PMA

6. Surat Pernyataan kesediaan Pemilik Tanah
untuk melepaskan hak atas tanahnya

2. Persyaratan Teknis

1. Jenis kegiatan/produk, besar investasi,
kapasitas produksi/volume produk, jumiah
tenaga kerja, jenis dan volume limbah yang
dihasilkan, desain leknis /engincenng, :
kebutuhan ruang (lahan dan bangunan /lanta),
rencana tapak dan tahapan pelaksanaan,
dilampiri dengan denah/sketsa dan peta lokasi
tanah yvang dimchon (diplot di atas peta skala 1 :
25,000 atau lebih besar

2. Pertimbanagn Teknis Pertanahan

3. Rekomendasi dari BKPRD tentang
Peruntukan/kesesuaian Lahan

Sistem,

prosedur

mekanisme, dan

Kepala DPMPTSP

T

Kabid

[

Kasi

g
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v
Pemohon —*  front Office —» back Office

\__‘ Pemohon
Keterangan :

|.  Pemohon datang kebagian Front Office (Loket
Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya
dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas

diteruskan untuk diproses di Back

Office

2. Selanjutnya dilakukanan analisa oleh Kepala Seksi
apakah diperlukan peninjauan lapangan atau
tidak. Jika diperlukan, maka tim tekms SKPD
akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk
selanjuntvae membenkan rekomendasi kepada
Kepala Seksi yang membidang untuk penerbitan
imin.

3. Proses pembuatan izin atau non izn dimana
Kepala Seksi membuat telashan kepada Kepala
DPMPTSP  berdasarkan rekomendasi dari  tim
teknis untuk penandatanganan izin /[ non izin

4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.

5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada

6. Kepala ' menandatangi  berkas

menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register

dan

maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

4, | Jangka waktu 5 Hari Kerja 6 Jam 30 Menat

| penyclesaian

5. Biayva/tarifl Rp. 0,-

6. | Produk
belivanan SURAT 1ZIN LOKASI

T Sarana, 1. Formulir permohonan
prasarana, 2. Perangkat komputer yang dilengkapi jarningan
dan /atau internet, Program Microsoft Office
fasilitas 3. Alat tulis kantor dan Leman Arsip

8. Kompetensi 1. Memiliki kemampuan |/ memahami administrasi
Pelaksana pemerintahan

2. Memahami persyvaratan /substansi perizman

3. Mempunyai Komitmen tinggi untuk menyelesaikan
setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat
wakiu

4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan
lancar

5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan
internet

-4, | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala |
internal mengawasi Kepala Bidang dan Kepala Bidang

mengawasi Kepala Scksi dan Kepala Seksi mengawasi
Staf.

10. | Penanganan Pengaduan dapat di 1 ke loket pengaduan
pengaduan, baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media
saran, dan masa vang selanjutnya akan dibahas dalam rapat tum
masukan teknis., Hasil evaluasi / pertimbangan tim tekmnis

DPMPTSP untuk

disampaikan ke Kepala
ditindakdanjuti.

-




11. | Jumlah 5 (lima) orang

pelaisana
12. | Jaminan - "Cepat, Tepat, Mudah, Transparan dan Pasti
pelayanan Didukung oleh petugas yang terampil, ramah dan
gantun
13, | Jaminan - Produk yang diterbitkan dijamin legal dan sah
keamanan dan secara hukum
keselamatan - Dokumen izin disimpan pada tempat yang aman
pelayanan - Ruang pelayanan dan ruang rapat di
dengan camera CCTV

- Tempat parkir yang luas dan aman
14. | Evaluasi kineria | Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik setiap bulan
Pelaksana secara berjenjang melalui rapat-rapat internal

15- .1.|1|--1pllll|.||l e ———————— T T T R T T T L L

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan  unit
penyelenggara pelayanan, bila dipandang periu.
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